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ABSTRAK 

'l'ul~san da'am penelitian ini mempunyai tujuan u n t u k  mengetahui 
pelaksanaan pengaturan desentralisasi dalam penyelenggaraan otonomi daerah di 
NKRI dan hal-ha1 yang melatarbelakangi setiap kali lahirnya peraturan 
perundangan pemerintahan di daerah yang ju~nlahnya kurang lebih 10 peraturan 
perundangan yang dim ulai sejak awal kemerdekaan sampai sekarang ini. 
Meskipun demikian., penelitian ir.i membatasi hanya membahas 3 peiaturan 
perundangari saja, yaitu UU No. 5 tahun 1974; UL No. 22 Tahun 1999 da!~ UU 
No. 32 tahun 2004. 

UU No. 5 tahun 1974 yang lahir pada era pemerintahan Orde Baru adalah 
pola pemerintah yang bersifat otoritarian sehingga produk hukurn yang 
dihasilkannya merupakan cerminan kepentingan pemerintah yang berkuasa. UU 
No. 5 tahiln 1974 mempunyai semangat sentralistik yang diwuj udkan melalui 
pelaksanaan asas dekonsentrasi yang lebih menonjol daripada asas desentralisasi. 

UU No. 22 tahun 1999 yang lahir pada awal era reformasi di dalamnya 
terkand~lng upaya keberanian untuk mengubah pola hubungan pusat dan daerah 
dari sentralistik menjadi hubungan yang bersifat kemitraan dan desentralistik 
dengan mengedepankan aspek demokrasi. Meskipun demiluan UU No. 22 tahun - 1999 tetap saja mempunyai beberapa kelemahan diantaranya adaiah semangat 
federalisasi dan landasan konstitusional yang telah mengalami amandemen, 
karens berbagai alasan hukurn tersebut dimuka, UU No. 22 tahun 1999 digantikan 
dengan ULT No. 32 tahun 2004. 

Tawaran konsep dese~tralisasi yang ideal adalah mengambil unsur-unsur 
yang baik dari ketiga undang-undang tersebut din~uka untuk digabungkan menjadi 

- satu dalak suatu peraturan perundangan yang baru dibidang pemerintahan di 
daerah dengan tetap menjaga keutuhan negara kesatuan republik Indonesia. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kebijaksanaan desentralisasi yang telah lama disetujui oleh pemerintah pusat 

inelalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan 

Daerah sejak ditetapkan belum menunjukkan hasil yang sesuai dengan harapan. 

Keadaan ini berlanjut sampai akhirnya te~jadi krisis ekonoini dan krisis politik di 

Indonesia pada akhir tahun 1997, yang ditengarai salah satu penyebabnya adalah 

penerapan desentralisasi yang belum dijalankan semestinya dengan alasan 

peraturan peinerintahnya beluin disusun. Kenyataan ini menjadikan isu sentral dari 

tuntutan masyarakat di daerah, di inana selama ini merasakan peinerintahan pusat 

terlalu sentralistis, tidak adil dan tiinpang dalain memperhatikan kepentingan 

daerah. Undang-undang ini masih banyak memperlihatkan kewenangan 

pemerintah pusat yang terseinbunyi di dalamnya. Oleh karena itu, UU ini belum 

bisa dikatakan memenuhi aspirasi daerah yang semakin hari semakin nampak 

ketidakpuasannya kepada pemerintah pusat. 

Keinudian muncullah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah di inana desentralisasi dijalankan lnelalui otonomi daerah. 

Pasal 7 Undang-undang ini, pasal yang paling sentral meinbicarakan kewenangan 

tentang otonoini. Pada salall satu ayatnya dikatakan bahwa kewenangan daerah 

mencakup kewenangan dalan seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan 

dalam bidang politik, luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, lnoneter dan 

fiskal, agama serta kewenangan bidang lain. Adanya klausul "serta kewenangan 

1 



bidang lain" boleh jadi akan menutup harapan berlakunya otonomi luas, nyata dan 

bertanggungjawab yang diharapkan.' 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Peinerintahan 

Daerah sesungguhnya melnpunyai selnangat yang bertolak belakang dengan 

Undang-undang Noinor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yakni 

memberi "otonoini yang nyata dan bertanggung jawab." Hanya saja dalam 

prakteknya pemerintah Pusat tidak mainpu inenjalankan amanat undang-undang itu 

karena unsur-unsur kepentingan di Daerah khususnya menyangkut jaminan dan 

kemampuan Daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri, tidak diberikan . 

secara adil dan merata, baik kemarnpuan sumber daya manusia maupun sumber 

pembiayaan. Dalam ha1 ini Pernerintah Pusat cenderung setengah hati dalarn 

memberikan kewenangan kepada Daerah secara penuh, karena Daerah harus secara 

nyata menjalankan kewajiban dengan segala resikonya daripada memberi hak-hak 

yang penuh kepada Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang nyata dan 

bertanggung jawab. Dengan deinikian, ta~npak jelas bahwa pengalihan tugas dan 

tanggung jawab kepada daerah bukanlah soal yang mudah karena mempunyai 

implikasi yang besar terhadap berbagai persoalan daerah yang selama ini masih 

inengandalkan ketergantungan yang besar terhadap pusat, seperti subsidi dan 

pengelolaan sumber-sumber pendapatan nasional dan proyek proyek nasional di 

daerah, seperti pertambangan, perkebunan, pelabuhan dan lain lain.3 

' Miftah Thoha, Otononli Daerah: A4asalah H,ib~ingan Piisat dan Daerah; Koridor 2000 (Jakarta: 
Suplemen Republika, 1999)? hlrn. 28. 

Laporan penelitian Tim PKD-UGM: For~nat Perenca~iaa~i Wilayah dalanl Perspektif 
Desentralisasi dun Otononii Daerah (Yogyakarta: Tim PKD-UGM, 1999), hlm. 6-10. 

/bid, ... hlrn. 6-10. 



Ryaas Rasyid mengemukakan bahwa ha1 yang diharapkan dari otonolni 

adalah pembenan pelayanan publik yang lebih memuaskan, pengakolnodasian 

pai-tisipasi masyarakat, pengurangan beban pelnerintah pusat, penulnbuhan 

keinandirian dan kedewasaan daerah serta penyusunan program yang lebih sesuai 

dengan kebutuhan dae~-ah .~  Dengan otonoini daerah, kepentingan, kebutuhan dan 

kondisi lnasyarakat nlerupakan inspirasi pel-tama dan utama dala~n setiap langkah 

kegiatan pelnerintah daerah. 

Menul-ut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pelnerintahan 

Daerah bahwa donolni daerah adalah kewenangan Daerah Otonoln untuk lnengatur 

dan mengul-us kepentingan masyarakat setelnpat menurut prakarsa sendiri 

berdasarkan aspirasi lnasyarakat sesuai dengan peraturan pel-undang-undangan. 

Otonomi Daerah, sebagailnana dikandung dalaln Undang-undang Nolnor 22 Tahun 

1999 tentang Pemel-intahan Daerah, adalah usaha lnelnberi keselnpatan kepada 

daerah untuk lne~nberdayakan potensi ekonomi, sosial-budaya dan politik di 

wilayahnya. 

Iinplen~entasi kehijakan otonoini, yang secara efektif dilaksanaltan di 

Indonesia sejak 1 Janual-i 200 1 ,  memberik3n proses pembclajasan berharga, 

Lcrula~na esensinya dalaln kehidupan mernbangun demokrasi, kebersamaan, 

keadilan, pemerataan, dan keanekaragaman daerah dalam kesatuan lnelalui 

dorongan pelnerintah untuk tutnbuh dan bel-kembangnya prakarsa awal (daerah dan 

masyarakatnya) menuju kesejahteraan masyarakat. Prinsip dasar otononli daerah 

dalail~ rangka penyelenggaraan pe~n~rintahan daerah secara konsepsional adalah: 

M.Ryaas Rasyid, "Desenti-alisasi Dalaln Rangka Menunja~?g Penibangunan Daerah", da la~n  (peny) 
Achmad Sjihabuddin, Kzrillp~,laii Knrangcrrl teilta)lg Penibaii,olrricrr~ ,4rlniii7istrasi di Iridonesia (Jakarta : 
LP3ES: 1998); hlm. 114. 



pendelegasian kewenangan (delegution of at~tority), pembagian pendapatan 

(inconie sharing), kekuasaan (dicreation), keanekaragaman dalam kesatuan 

(zmiforniity in zlnitly), keinandirian lokal, pengeinbangan kapasitas daerah (capacity 

bziilcling). Implementasi otonoini daerah meinberi dampak positif dan negatif dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Dampak positif yang 

menonjol adalah tumbuh dan berkembangnya prakarsa daerah menuju kemandirian 

daerah dalam ineinbangun. Dampak negatifnya yang paling mengeinuka timbulnya 

friksi pusat-daerah dan antar daerah, terutama dalam pengelolaan suinberdaya alarn, 

kewenangan dan kelembagaan daerah. Salah satu penyebabnya bersumber dari 

harmonisasi kebijaksanaaan dengan kebijaksanaan otonomi daerah, inisalnya 

peraturan pertanahan, tata ruang, penanainan modal, perdagangan, perikanan dan 

kelautan, jalan, Perda yang cozinterprodzictive, dsb. 

Dalam perjalanannya adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah ini banyak dikritik karena daerah (kabupatenlkota) tidak bisa 

dikontrol oleh wilayah (propoinsi). Seteleah ditemukannya beberapa kelamahan 

yang ada apada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah maka kemudian konsep otonomi daerah mendapat payung hukum baru, 

yakni Undang-undang Nomor 32 Tallurl 2004 Lentang Peinerintahan Daerah. UU 

baru ini mmebawa seinangat baru penerapan otonomi daerah. UU membagi daerah 

kabupaten atau kota dengan provinsi secara be rjenjang (hirarki). Hal ini dapat 

dilihat pada Pasal2 ayat (1) sebagai berikut: 

"Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan 
daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai 
pemerintahan daerah." 



Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Perubahan Kedua Undang- 

Undang 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000. Ketentuan-ketentuan 

yang lebih menekankan adanya hubungan keterkaitan dan ketergantungan serta 

sinergi antar tingkat pemerintahan juga dipertegas dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 

11 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

Pembagian daerah seperti ini berbeda sekali dengan Undang-undang Nomor 

22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang lebih inemperlihatkan 

kemandirian atau kebebasan (independensi) daerah kabupatedkota dari daerah 

provinsi. Pemerintah Provinsi bukan merupakan pemerintah atasan dari Peinerintah 

KabupatedKota dan tidak ada hubungan hirarki antara Pemerintah Provinsi dan 

Peinerintah KabupatedKota. Mari kita bandingkan dengan Pasal 2 (1) pada 

Undang-undang Noinor 22 Tahun 1999 tentang Peinerintahan Daerah: 

"Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam Daerah Provinsi, 
Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota yang bersifat otonom". 

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Peinerintahan 

Daerah, salah satu prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah 

digunakannya asas: desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dari 

ketiga asas inilah munculnya kewenangan peinerintahan daerah. Undang-undang 

Noinor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga mengenal ketiga asas 

tersebut, tetapi pengertian desentralisasi pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 

5 Lihat penjelasan Bab I angka I huruf (0 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah. 

Lihat penjelasan Bab I angka 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Daerah. 



2004 tentang Pemerintahan Daerah berbeda dengan Undang,undang Nomor 22 

Tahun 1999 tentang Peinerintahan ~ a e r a h . ~  

Walaupun tidak disebutkan secara eksplisit, Undang-undang Noinor 22 

Tahun 1999 tentang Peinerintahan Daerah membatasi kewenangan Pemerintah 

Pusat pada kewenangan yang tidak dapat didesentralisasikan dan kewenangan 

bidang lain seperti yang disebut pada Pasal 7. Sedangkan kewenangan Pemerintah 

Provinsi terbatas pada dekonsentrasi, lintas kabupatenkota, kewenangan bidang 

peinerintahan tertentu lainnya8 dan kewenangan yang tidak atau beluin dapat 

dijalankan oleh kabupatedkota (Pasal 9). Dengan demikian, kewenangan 

pemerintahan selain yang disebut pada Pasal 7 dan Pasal 9 inerupakan kewenangan 

yang diserahkan (desentralisasi) terutaina pada Pemerintah KabupatedKota sebagai 

teinpat dilaksanakan desentralisasi secara penuh. 

Di antara kewenangan yang diserahkan kepada kabupatenlkota terdapat 12 

sektor pemerintahan yang inenjadi kewenangan wajib seperti diatur pada Pasal I I .  
. 

Walaupun demikian, Peraturan Peinerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 

Kewenangan Peinerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonoin9 

meinberikan arti lebih luas pada Pasal7, Pasal 9 dan Pasal 1 1, sehingga Peinerintah 

Pusat meiniliki kewenangan pada 25 sektor peinerintahan, sementara Pemerintah 

' Walaupun pengertian desentralisasi pada Pasal 1 Undang-undang Noinor 32 Tahun 2004 tentang 
Femel-intahan Daerah tentang Pemerintahan Daerah hampir sama dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 
1999 tentang Pemerintahan Daerah, tetapi pasal-pasal selanjutnya dan bagian penjelasan rnengartikan 
inakna ang berbeda. 

'PerenCanaan dan pengendalian pembangunan regional secara m a h o ;  pelatihan bidang tertentu, 
alokasi sumber daya lnanusia potens], dan penelitian yang mencakup wilayah provinsi; pengelolaan 
pelabuhan regional; pengendalian lingkungan hidup; prornosi dagang dan budayal pariwisata; penanganan 
penyakit rnenular dan hama tanaman; perencanaan tata ruang provinsi. 

"eraturan Pemerintah ini rnerupakan turunan dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah. 



Provinsi ineiniliki kewenangan pada 20 sektor peinerintahan tennasuk pada sektor 

yang ditetapkan sebagai kewenangan wajib kab~pa tedko ta . ' ~  

Undang-undang Noinor 32 Tahun 2004 tentang Peinerintahan Daerah mengartikan 
desentralisasi sebagai "urusan pemerintahan yang diurus bersaina (concurrent) 
antara Pelnerintah Pusat, Peinerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kotan. 

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peinerintahan Daerah 

tidak ada lagi penyebutan "kewenangan daerah" tetapi berubah menjadi "urusan 

peinerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah"." 

Peinerintah Pusat, Peinerintah Provinsi dan Pemerintah KabupatedKota 

inengurus urusan pemerintahan yang sama kecuali ui-usan peinerintahan yang 

inenjadi urusan Pemerintah Pusat yang diatur pada Pasal 10 (3) Undang-undang 

Noinor 32 Tahun 2004 tentang Peinerintahan Daerah.12 Pada akhimya, Undang- 

undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peinerintahan Daerah sejalan dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan 

Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonoin yaitu mengurus sektor-sektor 

pemerintahan secara bersama-sama. 

Dellgar) demikian, sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah, ada tiga kelompok urusm pemerintahan, yaitu: 

pertarnu, urusan yang inenjadi kewenangan Pemerintah Pusat (kemudian disebut 

"urusan Pemerintah Pusat"); keclzlu, urusan Peinerintah Pusat selain urusan 

Pemeli~tah Pusat pada Pasal 10(3) Undang-undang Nornor 32 Tahun 2034 tentang 

l o  Diluar 6 sektor yang menjadi kewenangan pemerintah. Dengan demikian Pemerintah Pusat 
melniliki kewenangan di 31 sektor pernerintahan. 

I I Lihat Pasal 11 dan penjelasan Bab I angka 3 Undang-undang Nolnor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah. 

" Sarna dengan Pasal 7 Undang-undang Nornor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. 



Pemerintahan Dacrah; dan ketigu, ulusan yang-bersihl diurus bersaina atau disebut 

urusan concurrent (kemudian disebut "urusan bersaina"). Keloinpok urusan kedua 

tidak dijelaskan lebih lanjut pada Undang-undang Noinor 32 Tahun 2004 tentang 

Peinerintahan Daerah. Oleh karena itu, selanjutnya hanya akan dijelaskan urusan 

Peinerintah Pusat dan urusan bersama. 

Dengan demikian, secara garis besar terdapat perbedaan asas desentralisasi 

dalain ketiga undang-undang tersebut. Undang-undang Noinor 5 Tahun 1974 

tentang Pokok-pokok Pen~elintahan Daerah lnengatur tentang pokok-pokok 

penyelenggaraan pemerintahan yang inenjadi tugas peinerintah pusat di daerah, 

yang berarti bahwa dalain undang-undang ini inengatur pokok-pokok 

penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi, 

dekonsentrasi dan tugas pelnbantuan di daerah. 

Seinentara itu, secara garis besar, Undang-undang Nolnor 22 Tahun 1999 

tentang Pemerintahan Daerah tentang Peinerintahan Daerah melniliki jiwa, 

selnangat dan substansi yang sangat berbeda dengan Undang-undang Noillor 5 

Tahun 1374 tcntang l'okok-pokok Penlerintallari Damah. Dalain UU ini didasarkan 

pada asas desentralisasi dalaln wujud Otonomi yang luas dan utuhhulat, nyata dan 

bertanggungjawab. 

Pada akhirnya, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerall rrlenggunakan prinsip otono~ni seluas-luasnya dalain arti daerah diberikan 

kewenangan inengurus dan rnengatur semua un~san pemerintahan di luar yang 

menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Daerah 

nleiniliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, 



peningkatan peran serta, prakarsa, d q  peinberdayaan masyarakat yang bertujuan 

pada peningkatan kesejahteraan rakyat. 

Kenyataannya pelnberian kewenangan terhadap pelnerintah daerah oleh 

peinerintah pusat tidak lepas dari koridor perundang-undangan, sekaligus ineinang 

nyata bahwa perundang-undangan yang lahir tidak lepas dari reziin penguasa dan 

suasana politik yang melingkupinya. Meminjam pendapat Mahhd bahwa inodel 

politik yang otoriter inenghasilkan perundang-undangan yang ortodoks dan 

sedangkan model politik yang deinokratis menghasilkan perundang-undangan yang 

responsif, karena di sini, hukuin sedang dilihat sebagai produk politik. 13 

Berdasarkan kutipan sederhana ini, lnaka penting pula untuk inelihat perkeinbangan 

hukum mengenai pemerintahan daerah. Undang-undangnya sudah ada tiga, 

sekaligus memang mewakili suasana politik saat dibentuknya masing-inasing 

darinya. Oleh sebab itulah, penelitian dalam tesis ini ~neinpunyai tujuan untuk 

nlelihat perbedaan yang dikandung ketiga undang-undang inengenai peinerintahan 

daerah tersebut. Sebagai buah karya, maka penelitian ini juga akan 

inerekomendasikan bagaimanakah seharusnya pengaturan desentralisasi yang ideal 

di negara Indonesia. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, inaka rumusan inasalahnya adalah sebagai 

berikut: 

1. Mengapa dalam NKRI tejadi perbedaan penyelenggaraan pemerintahan 

daerah melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 

l 3  Mahfud M D ,  Politik Htlklrnz di Indonesia (Jakarta: LP3ES, 1998), hlm. 9. 



Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Noinor 32 Tahun 2004 tentang 

Peinerintahan Daerah? 

2. Apa kelebihan dan kekurangan pengaturan desentralisasi dalain 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dari tiga undang-undang tersebut? 

3. Bagaimana pengaturan penyelenggaraan desentralisasi pemerintahan daerah 

yang ideal dan yang mengakomodasi keseimbangan semangat NKRI dan 

desentralisasi? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai 

1. Mendeskripsikan dan menjelaskan penyebab terjadinya perbedaan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam Undang-undang Nomor 5 

Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Undang-undang 

Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam konteks NKRI. 

2. Mendeskripsikan temuan-temuan berkenaan dengan kelebihan dan 

kelemahan yang dimiliki masing-masing undang-undang dalam 

menyelenggarakan desentralisasi pemerintahan daerah. 

3. Mengusulkan tawaran tentang pengaturan penyelenggaraan desentralisasi 

pemerintahan daerah yang yang ideal dan yang mengakomodasi 

keseimbangan semangat NKRI dan desentralisasi. 



D. Kerangka Teori 

1. Teori Tentang Negara Kesatuan dalam Negara Hukum 

Sebenarnya perbincangan mengenai bentuk Negclrcl (stuclt vorn~en) terkait 

dengan pilihan-pilihan antara (a) bentuk Negara Kesatuan (zlnitnry state, 

eenheidsstuat), (b) bentuk Negara Serikat (Federal, bo17~ls-stclat), atau (c) bentuk 

Konfeclerasi (confederation, stclten-bond). Sedangkan perbincangan mengenai 

bentuk pemerintahan (regerings-vornzen) berkaitan dengan pilihan antara (a) 

bentuk Kerajaan (Monarki), atau (b) bentuk Republik. Selnentara dalam sistein 

pemerintahan (regering sytem) terkait pilihan-pilihan antara (a) sistem 

pemerintahan presidensiil, (b) sistein pemerintahan parle~?ienter, (c) sistem 

pemerintahan camptiran, yaitu quusi preidensiil seperti di Indonesia (dibawah 

UUD 1945 yang asli) atau qzlasi pal-lenzenter seperti prancis yang dikenal dengan 

istilah hybrid system, dan (d) sistein pemerintahan collegial seperti 

Negara kesatauan adalah Negara yang tidak tersusun dari beberapa Negara, 

melainkan hanya terdiri atas satu Negara, seehingga tidak ada Negara di dalam 

Negara. Dengan demikian dalaln Negara Kesatuan hanya ada satu peinerintah, 

yaitu pemerintah pusat yang mempunyai kekuasaan serta wewenang tertinggi 

dalam bidang pemerintahan Negara, menetapkan kebjakan pemerintahan dan 

melaksanakan pemerintahan Negara baik di pusat maupun di daerah-daerah. l 5  

I4 . Jlmly Asshiddiqie, Konstitlrsi Dan Konstitlrsionalisme (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 
259. 

15 Agus Salim Andi Gadjong, Pemerintakan Daerah Kajian Politik Dan Hzrklrm (Bogor: Ghalia 
Indonesia, 2007), hlm. 218 



Berbeda dengan Negara Kesatuan, lebih lanjut Soehino inenjelaskan, Negara 
-. 

Federasi adalah Negara yang bersusunan jainak, inaksudnya Negara ini tersusun 

dan beberapa Negara yang semula telah berdiri sendiri sebagai Negara yang 

merdeka dan berdaulat, ineinpunyai Undang-Undang Dasar sendiri. Keinudian 

lantaran sesuatu kepentingan, entah kepentingan politik, ekonoini atau kepentingan 

lainnya, Negara-Negara tesebut saling inenggabungkan din untuk nlenlbentuk suatu 

ikatan kerja saina yang efektif. Nainun disamping itu, Negara-Negara saling 

meggabungkan din tersebut kemudia disebut Negara Bagian, nlasih ingin mepunyai 

urusan-urusan pemerintahan yang benvenang dan dapat diatur dan di urus sendiri, 

di sainping urusan-urusan pemerintahan yang akan diatur dan di urns bersaina-saina 

oleh ikatan kerja samanya tersebut.I8 

Dalam sistem federal, negara bagian memiliki suinber-sumber penerimaan 

sendiri yang dapat digunakan untuk menlenuhi kebutuhan rninah tangganya. Di 

negara kesatuan umurnnya sumber penenmaan dikontrol oleh pusat dan 

didistribusikan kembali ke daerah untuk mengatasi kesenjangan fiskal antar daerah. 

Di negara federal, states (negara bagian) membentuk negara dan lnenyerahkan 

sebagian urusan pemerintahan kepada peinerintah federal dan mengaturnya dalam 

konstitusi. Kedudukan negara bagian sangat kuat karena mereka inemiliki 

kompetensi bukan hanya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, tetapi juga 

dalam bidang legislatif dan peradilan. 

Federal merupakan salah satu bentuk kemitraan (put-tt7ership) yang diatur 

dalarn suatu perjanjian dengan pembagian secara khusus yang harus berlaku di 

antara para mitra. Keduanya mengakui integritas dari setiap mitra yang dilandasi 

l 8  Soehino, Ifrnzc Negara (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm. 224. 
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persatuan kedua belah pihak. Perjanjian ini tertuang dalam Konstitusi Federal 
-. 

sehingga akhimya Kesatuan politik yang tergabung dalaln ikatan Federal lnenjellna 

menjadi Negara Bagian (cleelstucrt) yang disebut state (USA), car7ton (Switzerland), 

lander (Germany) atau province (Canada), yang dalam ha1 ini meinbuat prinsip 

Federal sebagai salah satu kombinasi antara self-l-tlle dan shared-rille. Sama dengan 

shalonzdalam istilah hebrew, artinya perdamaian, yang dalam bahasa Inggris 

ditafsirkan sebagai sesuatu upaya dalam menciptakan keselulvhan peraturan hukum 

sebagai perdalnaian yang s e s ~ n ~ ~ u h n ~ a . ' ~  

Juan J. Linz berpendapat, ada dua fingsi utaina dalam memberlakukan 

Konstitusi Federal. Pertctmu, menyatukan dalam sebuah Negara tunggaj yang 

semula merupakan Kesatuan-Kesatuan politik yang terpisah, yang berkeinginan 

untuk menyisihkan beberapa kekuasaan sebagai kondisi untuk bergabung dalam - 
Negara yang lebih besar. Kedua, mempertahankan kepentingan-kepentingan yang 

berbeda dalam batas-batas suatu Negara dengan jaminan otonolni yang 

dipertahankan secara Konstitusional, sebab apabila tidak demikian, maka akan 

timbul pennasalahan bagi keabsahan Negara dan penindasan Negara terhadap 

Kesatuan-Kesatuan politik.20 

Dengan demikian kelebihan dan kekurangan antara pemilihan negara 

kesatuan dan federal adalah sebagai berikut: 

Negara Kesatuan merupakan Negara yang bersusunan tunggal yang 

diorganisasikan di bawah sebuah pemerintah pusat. Kekuasaan dan kewenangan 

yang lerletak pada subnasional (wilayah atau daerah), dijalmkan atas diskresi 

Agussalim Andi Gadjong, Penzerintalzan Daerah, .... op.cit, hlm. 70 
10 Ibid,.. .. hlrn. 70 



-. 
pelnerintah pusat sebagai pelnberian kekuasaan khusus kepada bagian-bagian 

pemerintahan yang ada dalaln Negara ~ e s a t u a n . ~ '  

Jadi, antara Kesatuan dengan Federal dari syarat pelnbentukamya terdapat 

perbedaan, seperti yang dikelnukakan oleh Strong, antara lain: pel-trrnlu, pada 

IVegara Kesatuan terdapat rasa kebangsaan (nution) yang erat karena didasari 

kebersamaan dari awal. Kesatuan-Kesatuan politik yang bergabung sebelum 

terbentuknya Negara, sementara pada Negara Federal, sebelulnnya tidak terikat 

dalam kebersamaan semacam itu dan tunduk pada kedaulatan bersanla dalaln 

Negaranya sebeluln terbentuknya Federal. Kedzlu, pada penlbentukan IVegara 

Federal Kesatuan dari Negara yang berdaulat hanya lnenghendaki persatuan, tetapi 

bukan Kesatuan. Sementara, pada Negara Kesatuan, yang nlenjadi ha1 yang utama 

adalah Kesatuan (nution) yang ada dalaln lnewujudkan persatuannya dibingkai 

dalarn suatu Negara. 22 - .  

Ada dua ciri dalam Negara Kesatuan, yaitu the szlprenrucy of the centrul 

yarlianment dun the ubsence of szrbsidiary sovereign bodies. Dalaln Negara 

Kesatuan terdapat hanya satu badan legislatif (legislutul-e), sedangkan dalaln 

Negara Federal terdapat dua badan, yaitu badan legislatif Federal dan badan 

legislatif Negara Bagian. Kekuasaan Negara Bagian dalaln Negara Federal 

diberikan oleh Konstitusi Federal, sedangkan kekuasaan pemerintah sub-nasional 

dalam Negara Kesatuan diberikan oleh pelnerintah pusat dengan undang-undang. 

" Ibid ... hlrn. 69. 
77 
-- Ibid, .... hlm. 69-70. 



Hal seperti demikian tercennin dari bentuk Negara yang dianut, apakah bentuk 

Negara Kesatuan (zrnitn~y strrte) atau Negara Federal (Ferlei-rrlism strrte)." 

2. Desentralisasi dalam Wadah NKRI dan Negara 

Demokrasi 

Di samping dilihat dari perspektif peinencaran kekuasaan yang vertikal 

tersebut, adanya desentralisasi dan otonoini daerah dapat juga dipandang sebagai 

bagian penting dari prinsip negara huku~n. Hal ini dikai-enakan dengan 

desentralisasi dan otonoini daerah dengan sendirinya ada pe~nbatasan kekuasaan 

seperti yang dituntut dalam negara huku~m dan penganut pahain kollstitusionalisine. 

Hal ini dapat dikonfinnasi illelalui cisi-ciri negara hukum, yang antara lain, 

inenyebut adanya tiga prinsip pokok, yaitu adanya Undang-Undang Dasar yang 

inengatur hubungan antara peinerintah dan rakyatnya, adanya pembagian 

kekuasaan yang dapat inenjainin keinerdekaan kekuasaan kehakiinan, dan adanya 

pemencaran kekuasaan negara dan peinerintahan.'4 

Jimly Asshiddiqie menyebutkan, Negara Indonesia adalah Negara hukuin 

yang bcrbcntuk kcsatuan (~rnitiliy state). Kckuasaii~l asal bcsacla cli peiintah pusat, . . 

namun kewenangan (uuthorithy) peinerintah pusat ditentukan batas-batasnya dalain 

undang-undang dasar dan undang-undang ditentukan sebagai kewenangan yang 

dimiliki oleh peinerintah daerah. Dengan pengaturan-pengatui-an konstitusinnal 

yang demikian itu, berarti NKRI diselenggarakan denganferlei-a1 rri-i-crngei7lei7t atau 

23 Syahda Guruh. L.S., Menitnbang Otono~ni Vs Fedej-01 (Jakarta: Relnaja Rosda Jakarta. 2000). 
h l ~ n .  6 5 .  

24 Bagir Manan, Hlrblrngan anrara P~isat  dun Dnerrih Me~irrrilt UUD 1945 (Jakarta: Pustaka Sinar 
Harapan, 1994), hlm. 39. 



pengaturan yang bersifat federalistis.*' Ada dua ciri-ciri lnutlak yang yang lnelekat 

dalaln Negara kesatuan yaitu dekonsentrasi dan desentralisasi. 

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pelnerintahan ole11 pemerintah 

oleh pelnerintah kepada daerah otononl untuk inengatur dan inengurus 

pelnerintahan dalaln sisteln Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan 

dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pelnerintah oleh pelnerintah kepada 

Gubemur sebagai wakil pemerintah danlatau kepada instansi vertical diwilayah 

t e r t en t~ . ' ~  

Faisal Akbar Nasution lebih lnelnpertegas bahwa desentralisasi adalah 

sebagai salah satu asas penyelenggaraan pemerintah daerah untuk lnengulus sendiri 

urusan-urusannya yang khas (spesifik) sebagai ul-usan ruinah tangga daerahnya 

tanpa perlu diatur lebih lanjut peinerintahan pusat, yang selanjutnya lebih dikenal 

dengan istilah otonomi daerah. Di dalaln otonomi daerah ini sebenamya terdapat 

kebebasan dan keinandirian dalaln melaksanakan sebuah urusan pernel-intahan 

daerah yang menerima otonomi tersebut. Bahwa dapat dikatakan kebebasan dan 

kernandirian itu inerupakan hakikat isi n t~nn rn i . *~  

Namun demikian kewenangan daerah dalam suatu Ncgara kesatuan seper-ti 

halnya Indonesia, tidak dapat diartikan adanya kebebesan penuh dari suatu daerah 

untuk menjalankan hak dan fungsi otonolninya sekehendak daerah tanpa 

inempertimbangkan kepentingan nasional secara keseluruhan, walaupun tidak 

'j Jimly Asshiddiqie, Penguntor Pen~ikiron UUD Negorri K a n t l m ~ ~  RI (Jakarta: The Habibie Center, 
2001), him. 28. 

26 Pasal 1 ayat (7) dan ayat (8) Undang-undang No. 32  Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah . 
27 Faisal Akbar Nasution, Dinlellsi Hlrk~rnl Penle1-i17tuhon Drieroh (Medan: Pustaka bangsa Press. 

2003), hlm. 45. 



tertutup kemungkinan untuk meinberikan kewenangan yang lebih luas kepada 

daerah.28 

Desentralisasi ini seinata-inata bertujuan agara tidak terulang keinbali sistein 

sentralisasi, maka diterapkan sistem demokrasi di Indonesia dalain 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena deinokrasi dipraktekan secara 

langsung (direct democ~ucy), artinya hak 1-akyat untuk ineinbuat keputusan- 

keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga Negara yang 

bertidak berdasarkan prosedur mayoritas. Pada hakikatnya demokrasi adalah 

pelembagaan dari k e b e b a ~ a n . ~ ~  -. 

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diberikan kebebesan untuk 

menyelenggarakan pemerintahan secara inandiri yang sesuai dengan otonoini 

daerah. Sedangkan dalain pemerintahan daerah Indonesia, demokrasi inengandung 

tiga arti yaitu pertarnu, deinokrasi dikaitkan dengan sistem pernerintahan, dalam 

arti bagaimana caranya rakyat diikut sertakan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan. kedtru, demokrasi sebagai asas yang dipengaruhi oleh perjalanan 

histories bangsa Indonesia. ketigu, demokrasi sebagai solusi tentative untuk 

inenyelesaikan beberapa persoalan yang dihadapi dalain rangka penyelenggaraan 

negara sehingga lahir istilah inusyawarah m ~ f a k a t . ~ '  

Dalam kontek itulah sejarah penyelenggaraan Pemerintahan Republik 

Indonesia menunjukkan, bahwa otonomi daerah merupakan salah satu sendi 

penting penyelenggaraan pemerintahan Negara. Otonoini daerah diadakan bukan 

- 

28 Riyas Rasyid, Perspektif Oto17onli Llras dalanl Otolion~i atalr Federalisn~e Dan1pak17ya Terhadap 
Perokonomian (Jakarta: Suara Pembaharuan, 2000), hlm. 29. 

29 Sobirim Melian, Gagasanper.lzrr.rya kolutitzrsi Baru Pei.rgganti UUD1945 (Yogyakarta: UII Press. 
2001), hlm. 44. 

30 Hazairin , Dernokrasipal.rcasila (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 69. 



sekedar menjamin efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, bukan 

pula sekedar menampung kenyataan Negara yang luas, penduduk banyak dan 

beribu-ribu pulau. Akan tetapi otonomi daerah merupakan dasar meillperluas 

pelaksanaan demokrasi dan instrument dalain rangka inewujudkan kemakmuran 

dan kesejahteraan rakyat bahkan tidak kalah pentingnya bahwa otonoini daerah 

merupakan salah satu sendi ketatanegaraan Republik ~ndonesia .~ '  

Bagir Manan menyebutkan, penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak 

dijalankan sebagaimana mestinya, daerah tidak diberdayakan untuk inandiri 

melainkan di buat serba tergantung dan hams ineinatuhi kehendak pusat. Urusan 

rumah tangga daerah terbatas dan serba diawasi. Keuangan daerah serba tergantung 

pada kebaikan hati pemerintahan pusat. Hal seinacam ini inenimbulkan kecewaan 

luar biasa pada daerah.32 

Setya Retnani inengatakan, pemerintah daerah inemiliki kewenangan untuk 

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, yang di dalarnnya terkandung 3 

(tiga) ha1 utama yaitu sebagai berikut: 

Pertama, Pemberian tugas dan kewenangan untuk inelaksanakan sesuatu yang 

sudah diseralkan kepada pel~ierirltah daerah. 

Kedua, pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, 

mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara pelaksanaan tugas tersebut. 

3 1  Bagir Manan, Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945 (Makalah Fakultas Hukum Unsika 
Krawang, 1993), hlrn. 46. 

31 Ibid ,.... hlm. 2. 
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Ketiga, dalam upaya memikirkan, mengambil jnisiatif dan mengambil 

keputusan tersebut mengikut sertakan inasyarakat baik secara langsung maupun 

melalui Dewan Penvakilan ~ a e r a h . ~ ~  

E. Metode Penelitian 

1. Objek Penelitian 

Objek penelitian dalarn penelitian ini adalah: 

Pertarna, penyebab terjadinya perbedaan asas desentralisasi dalam UU No.5 

Th 1974, UU No.22 Th 1999 dan UU No. 32 Th 2004 dalain konteks NKRI. 

Kedua, mengurai kelebihan dan kekurangan pengaturan desentralisasi dari 

tiga undang-undang tersebut. 

Ketiga, menelusuri pengaturan desentralisasi dalain penyelenggaraan otonomi 

daerah yang ideal. 

2. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah library 

research (penelitian pustaka), yaitu penelitian yang inenggunakan dokumen tertulis 

sebagai surnber data dan sesuai dengan objek penelitian. 

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif, yaitu 

metode penelitian yang mengacu pada norma-nonna hukum yang terdapat dalam 

perundang-undangan.34 Penelitian yuridis normatif ini dilaksanakan dengan studi 

politik pembangunan hukum, yakni analisis perkeinbangan peraturannya mulai 

33 Setya Retnani, Sisrern Penrel-intahan Daerak Di h~donesia (Makalah Kantor Menteri Negara 
Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2000), hlm. 1. 

34 Soejono Soekamto, Penelitian Hzrklrni Normatif (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1998), hlm. 56 
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undang-undang sampai dengan peraturan di bawahnya dengan melihat konsistensi 

pasal per pasal setiap peraturan.35 Dalam penelitian ini yang dipergunakan adalah 

merujuk pada sumber hukum yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukuln 

yang terdapat dalam perangkat hukum. 

Dapat disimpulkan bahwa ini adalah penelitian normatif yang merupakan 

suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika 

keilmuan hukum dari sisi nonnatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian huhn 

normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja illnu hukum 

nonnatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukuin itu ~ e n d i r i . ~ ~  

Karena sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, 

inaka Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Tujuan penelitian deskriptif adalah 

inenggambarkan secara tepat, sifat individu, suatu gejala, keadaan atau keloinpok 

tertentu. Deskriptif analitis berarti bahwa penelitian ini lnenggambarkan dan 

menganalisis suatu peraturan hukum dalam konteks teori-teori dan norma-nonna 

hukum tentang fakta dan kondisi atau gejala yang menjadi objek penelitian. Setelah 

itu diadakan suatu telaah secara kritis dalam arti meberikan penjelasan-penjelasan 

atas fakta atau gejala tersebut, baik dalam kerangka sistematisasi lnaupun 

sinkronisasi dengan berdasarkan pada aspek yuridis, dengan demikian akan 

menjawab pennasalahan yang menjadi objek penelitian. 

35 Kajian politik hukum sebagaimana dilakukan Mahfud MD. Lihat Mahfud MD, Moharnmad 
Mahfud, Poli~ik Hz.rkum di Indonesia (Jakarta: Rajawali Press, 2009). 

;6 Jhonny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hzikzin~ Norn~atf  ( Malang : Bayumedia 
Publishing, 2006), hlm. 57. 



3. Sumber Data 

Sumber data dalarn penelitian ini yang digunakan adalah data sekunder yaitu 

sebagai berikut: 

Pertama, bahan hukum primer merupakan data yang bersifat autoritatif 

artinya mempunyai otoritas yang tinggi dan inengikat, karena data primer 

dikeluarkan/ditetapkan oleh pemerintah, terdiri dari perundang-undangan, catatan- 

catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan- 

putusan hakim. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya 

adalah Dasar Falsafah Negara yaitu Nilai-Nilai Pancasila, Norma atau kaidah dasar 

yaitu pembukaan UUD 1945, Peraturan dasar yaitu Batang Tubuh UUD 1945, dan 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan Peraturan Perundang-undangan 

yang ada kaitan dengan Penyelenggaraan Pelaksanaan Otonomi Daerah. 

Kedua, bahan hukum sekunder adalah data-data yang inemberikan penjelasan 

mengenai data primer. Seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, 

karya kalangan sarjana hukum berkenaan dengan pelaksanaan otonomi daerah. 

Ketiga, bahan hukum Tersier adalah data yang memberikan petunjuk atau 

penjelasan bermakna terhadap data primer dan data sekunder seperti kamus hukum, 

kamus bahasa Belanda dan Indonesia, kamus bahasa Inggeri dan Indonesia, 

ensiklopedia, dan lain-lain. 

4. Teknik Pengu~npulan Data 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode studi pustaka. Disini 

penulis akan mengkaji seluruh peraturan Perundang-undangan menyangkut 

otonomi dari kepustakaan yang terkait dengan penelitian ini. 
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5.  Metode Analisa-Data 

Dalaln penelitian hukuin kepustakaan (normatif) kegiatan analisis data 

sebenarnya telah diinulai seinenjak sebeluin penyusunan kerangka acuan penelitian 

sainyai pada saat terakhir penulisan laporan penelitian. Supaya laporan penelitian 

itu benar-benar memuat hasil peinikiran dan pendapat yang didasari iinfonl~asi 

yang selengkap-lengkapnya, maka peneliti akan menganalisis bahan-bahan yang 

telah dikuinpulkan secara diskriptif kualitatif. 



-. BAB I1 

TINJAUAN UMUM TENTANG NEGARA, OTONOMI DAN 

DESENTRALISASI 

A. Teori Tentang Negara dan Pembentukan Negara 

Secara gramatikal, negara diterjeinahkan dari kata "Strlte" dalain bahasa 

Inggiis. Kata itu merupakan turunan dari kata "Lstr~tl~s", "Strrt~mr " dalain bahasa 

latin. Menurut Jellinek kata '.st~tzr,n'' pada waktu itu inasih berarti konstitusi3'. 

Secara etoimologis, kata statzrs dalain bahasa iatin klasik adalah suatu istilah yang 

inenunjukkan keadaan yang tegak dan tetap. Kata itu baru pada abad ke-16 

dipertalikan dengan kata negara. Berdasarkan sejarah penggunaan kata tersebut, 

menurut F.Isjwara, negara bisa dial-tikan sebagai kata yang inenunjukkan organisasi 

politik territorial dari bangsabangsa. Tidak bisa dipungkii-i bahwa negara laziin 

diidentifikasikan dengan peinerintah, sebagai contoh penggunaan dalaim pengertian 

kekuasaan negara, kemauan negara dan sebagainya. Kata negara juga laziin 

dipcrsaimakan dellgall barlgsa, clan negara dipergunakan sebagai istilah yang 

incnunjukkan baik kescluiulla~l lnaupun bagian-bagiarl rlcgara kdei-a]." 

Pengei-tian di atas adalah berdasarkan etiinologi. Seinentara itu, pengel-tian 

negara dari segi tem~inologi lnenitik beratkan pendefenisian sebagai turunan dari 

bangunan kefilsafatan illereka yang diterapkan untuk inenjelaskan relasi yang 

terjadi antara inanusia dan inanusia. Berbagai inacam pendefinisian dilakukan, 

sebagai contoh, negara didefinisikan sebagai negara huku~n yang didalainnya 

. - 
" F. Isjwara, Pengantar l l n l ~ r  Polilik (Bandung: Binacipta, 1999): hlm. 90. 
j8 lbid, ... hlm.  92. 



terdapat sejumlah warga negara yang ikut dalarn perrnusyawaratan negara 

(ecc le~icr ) .~~  Ada pula yang menyatakan negara sebagai kekuasaan sebagaiinana 

didefiniskan Machiavelli. Ada pula yang inenyatakan negara sebagai badan atau 

organisasi yang dihasilkan perjanjian masyarakat; sebagailnana didefiniskan 

Thomas Hobbes, Jhon Locke dan J.J Rousseau. 40 

Tokoh politik Indonesia Miriam Budiarjo mendefiniskan negara sebagai suatu 

daerah temtorial yang rakyatnya diperintah (governed) oleh sejuinlah pejabat dan 

yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang- 

undangan melalui penguasaan (kontrol) inonopolistis dari kekuasaan yang  ah.^' 

Perbedaan definisi dan konsepsi mengenai negara ini inemang dipengaruhi 

oleh sejarah pembentukan negara. Oleh sebab itulah, dalam kenyataannya, sejarah 

pembentukan negara mempunyai beberapa teori. Teori yang pertama adalah 

pembentukan negara mel.alui teori spekulatif. 42 

Salah satu turunan teori ini adalah teori perjanian masyarakat, yang 

menyatakan bahwa perjanjian antara negara dan masyarakat menjadi dasar 

pembentukan negara. Ini merupakan teori yang disusun berdasarkan keinginan 

untuk melawan tirani atau menentang rezim penguasa. Tokoh dari teori ini adalah 

Thomas Hobbes, Jhon Locke dan J.J. Rousseau. Berkebalikan dengan teori yang 

sebelumnya, teori theokrartis menyatakan bahwa kekuasaan seorang penguasa 

negara merupakan pemberian dari Tuhan kepada inanusia. Teori ini inendapatkan 

kesempurnaannya pada abad pertengahan di Eropa dj mana kemudian kekuasaan 

39 Definisi oleh Aristoteles. Lihat Moh. Kusnadi dan Bintan R. Saragih. Ilmu Negara (Jakarta: Gaya 
Media Pratama, 2000), hlm. 48. 

"O Ibid,. . . hlnl. 5 1. 
41 Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilnllr Politik, (Jakarta: Gramedia, 1985), Cetakan ke-5, hlm. 40-41. 
'" Ibid, ... hlm. 136-158. 



raja mendapatkan -. legitimasi inutlak dari gereja. Teori yang masih sejalan dengan 

teori teokhl-usi ini adalah teori kekzrutun yang lnenyatakan bahwa negara yang 

pertaina adalah hasil doininasi dari keloinpok yang kuat terhadap kelompok yang 

lemah. Negara terbentuk dengan penaklukan dan pendudukan. Dalam teori ini, 

faktor kekuatan inerupakan unsur utalna pembentukan negara. 

Masih penjelasan tentang teoritisasi terbentuknya negara berdasarkan aliran 

spekulatif, teori dulziwursu inenyatakan bahwa raja bertakhta bukan karena jzrre 

divino (kekuasaan dari Tuhan) akan tetapi karena jzrre conszretzrdinurio (kebiasaan). 

Doktrin ini dikembangkan di Perancis untuk menguatkan posisi Raja dan 

organisasinya karena adanya milik yang sudah lama yang kelnudian akan 

inelahirkan hak inilik. Teori ini juga dikenal sebagai doktr-in legitirnis~ne dan 

dikembangkan di Perancis pada abad ke- 17. Kemudian teori ulcuniuh yang 

menyatakan bahwa negara dalam kehidupan inanusia inerupakan sesuatu yang 

alarniah terjadi dan merupakan esensi dari keinanusiaan itu sendiri. Teori ini 

diperkenalkan oleh Aristoteles yang Inenyebut inanusia sebagai soon politicon. 

Sedangkan teoritisasi pembentukan negara berdasarkan teori evolutif adalah 

melahirkan teori historisitas. Bahwa negara sebagai sebuah organisasi social tidak 

dibuat akan tetapi tumbuh berdasarkan evolusi kehidupan inanusia. Dalam hukuin 

evolusi lembaga-lembaga sosial mendapatkan keniscayaan, dan sangat bergantung 

pada kondisi, waktu dan tempat dimana evolusi itu bergantung. Leinbaga sosial 

merupakan sebuah keniscayaan untuk memenuhi kebutuhan lnanusia yang hadir 

dan bertambah mengikuti perubahan yang terjadi. 



-. 
Dari berbagai definisi dan teoritisasi pembentukan negara, inaka negara hams 

mempunyai unsur-unsur pembentuknya, yakni: 

1. Wilayah. Unsur ini sangat krusial karena sebuah negara inemerlukan 

sebuah wilayah teinpat negara tersebut berdiri. 

2. Rakyat. Unsur ini juga sangat krusial karena tanpa rakyat, negara tidak 

dapat berdiri. 

3. Peinerintaahan yang memiliki kekuasaanlkedaulatan. Unsur ini juga sangat 

penting karena karena tanpa adanya peinerintaahan yang melniliki kekuasaan dan 

ditaati oleh rakyatnya sebuah area atau wilayah yang berpenduduk (rakyat) tidak 

ubahnya seperti sebuah gerombolan orang yang tidak cucup untuk disebut sebagai 

negara. 

Unsur-unsur negara diatas setidaknya inewakili dari pengertian negara secara 

umum. 

B. Negara Hukum 

Berdasarkan petunjuk dari naskah asli Undang-Undang Dasar Tahun 1945, 

istilah rechtstaat yang dila-wankan dengan n7achtstuut. Pada amandemen ketiga 

UUD, disebutkan dengan tegas dalain Pasal 1 ayat (3) bahwa Negara lndonesia 

adalah negara hukum. Ini ingin inenegaskan bahwa pemberian kekuasaan kepada 

daearh bukan karena kesewenang-wenangan, inelainkan berdasarkan undang- 

~ n d a n ~ . ~ ~  Dalam literature lain, tentang negara hukum secara umuin, pembentukan 

negara hukum di kemukakan oleh Plato dalam tulisannya tentang non7oi. Kemudian 

- - 

43 Jimly Asshiddiqie, Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perilbahan Keenipat (Jakarta: Pusat 
Studi HTN Fakultas Hukum UI, 2002), hlm. 3. 



-. 
berkelnbang konsep negara hukum di negara Eropa Kontinetal dengan istilah 

recl7tstc1ut, konsep negara hukuln Anglo Saxon dengan istilah the I-irle of Icr~v. 

Paham I-eclitstuc/t sudah populer di Eropa sejak abad XIX dan kenludian 

dipopulerkan oleh Alber Venn Dicey pada Tahun 1885 dalain bukunya dengan 

judul Introdirctio~l to Stirriy of the Luw of the Co17stzrtion. Pel-berdaan sebutan 

konsep negara hukuin, negara Eropa Kontinetal dengan istilah rechstarrt, sedangkan 

konsep negara hukunl Anglo Saxon the I-ule of low. Walaupun terjadi perbedaan 

keduanya dalam perkembangan tidak dipersoalkannya, karena Inengarah pada 

tujuan yang sama untuk perlindungan tel-hadap hak asasi inan~sia .~ '  

Padino Wahjono juga menyebutkan ciri negara hukum, yang inengutip dari 

Frederich Julius Stahl, seorang jerman yang lnenulis dala~n bukunya Pliilosophie 

cles Rechts. Dalain kutipan tersebut negara hukum lnengandung beberapa unsur 

utama yaitu: 

a. Mengakui dan melindungi hak-hak asasi lnanusia 

b. Penyelenggaraan negara hams berdasarkan pada teori Trias Politika 

c.Dalam inenjalankan tugasnya, pelnerintah hams berdasarkan Undang- 

undang (wetn7utigbesttrtrr) 

d. Adanya peradilan Administrasi n e g a ~ - a . ~ ~  

Hubungan penjelasan konsep tentang negara dan negara kesatuan terhadap 

penjelasan inengenai negara hukuin di sini juga inempunyai tujuan yang sama, 

yakni bagaimana pengaruh konsep ini kepada kekuasaan yang dilniliki negara. Oleh 

" Philipus M. Hadjon, Perlndlr~lgan Hl~kl~iii Bagi RaA3.crt di lildoiiesia; Sebuah Sflrdi tentang 
Priilsip-prinsipnya, Penertpoiiil);a oleh Peilgadilaii doIuii7 Lii7gk1117goii Pel-adilail b'ii111iv d~71i Peii1bei7tlrkan 
Pei-adilan Adnlinistrasi Negara (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 72 

-1 5 Padmo Wahjono, Penzbangllnan H11kl1m di Indonesia (Jakarta: In Hill Co, 1969): hlm. 151. 



sebab itu, dalain menteoritisasikan negara hukuin ini, maka juga diperlukan untuk 

inenteoritisasikan pengaturan kekuasaan atau alat perlengkapan negai-a. Peinbagian 

kekuasaan Negara ada dua inacain yaitu pembagian kekuasaan Negara secara 

horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara 

vertikal ini bukanlah persoalan Szlpertion of po1,ver- atau clivision of power yang 

dikenal dalam peinbagian kekuasaan secara h ~ r i z o n t a l . ~ ~  Pembagian kekuasaan 

secara vertikal ini bukanlah persoalan Super-tion of powel- atau division of power 

yang dikenal dalain pembagian kekuasaan secara horizontal, akan tetapi bersifat 

pendistribusian (clesentl-~lisusi).~~ 

Pembagian kekuasaan secara vertikal dalain Negara kesatuan (unitaris) dalam 

kepustakaan Hukuin Tata Negara lebih dikenal sebagai "desentrulisc~si ten-itorial" 

(tewtoriule clecentr-c~lisutie). Desentralisasi dial-tikan penyerahan tugas atau 

wewenang kepada peinerintah tinggkat bawah. Konsepsi ini juga sebagaimana 

diteruskan oleh Syahda Guruh L.S yang inenyebutkan secara teoritis bahwa 

kekuasaan dapat dibagi dengan dua cara yaitu sebagai berikut: 

1.Secara Vertikal yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatamya, 

maksudnya ialah pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat peinerintah. 

2. Secai-a Horizonlal yaitu peinbagian kekuasaan menurut fungsinya 

pembagian ini menunjukkan perbedaan antara fungsi-fungsi pemerintahan yang 

16 Rozikin Daman, Slrat~r Pengantar H I I ~ ~ I I I I  Tata Negara (Jakarta: PT. Raja Ciraiindo Persada. 
2007), hlrn. 13. 

17 Philips M. Hadjon, Penlbagian Kewe17a17ga17 Plrsat Dan Duel-ah (Mal ang; Makalah, Pusat 
Pengernbangan Otonomi Daerah Fakultas Hukurn Unibraw. 2001): hlrn. 2.  



bersifat legislative, eksekutif dan yudikatif yang lebih di kenal dengan trias politika 

atau peinbagian kekuasaan (rlevitio~? ofpo~+~e~g.4x 

Pembagian kekuasaan secara vertikal yang dibangun peinerintah pusat pada 

setiap daerah, bertujuan untuk menyederhanakan administrasi pemerintahan dalain 

rangka melayani kepentingan publik dari setiap warga inasayarakat yang berdiam 

di daerah daerah. Dalam ha1 ini para petugas atau pejabat administrasi yang 

menjalankan tugas kedekonsentrasian ini tidak ine~niliki kewenangan yang mandiri 

seperti aparat pemerintah daerah yang lnerniliki otonoini, dalam lnelaksanakan 

tugas dan fungsinya sebagai bagian dari administrasi peinerintah pusat. 

Kewenangan yang ada padanya merupakan kewenangan yang sifatnya 

inelaksanakan tugas dalam ruang lingkup kewenangan yang pada penjabat otoritas 

pemegang kekuasaan peinerintah pusat. Hal ini sebagaiinana diutarakan Faisal 

~ a s u t i o n . ~ ~  

Pandangan ini meinang dapat dibenarkan mengingat power tends to cori-tlpt. 

Oleh sebab itu, bila kekuasaan berada pada satu orang atau satu pihak saja maka 

rentan menimbulkan kencendrungan pihak yang berkuasa menjalankan 

kekuasaanya bersikap otoriter dan semena-mena, yang inenyebabkan timbulnya 

penderintaan dikalangan rakyat yang diperintah. Untuk menghindari, sifat cot-i-tlpt 

ini maka penumpukan kekuasaan pada satu pusat kekuasaan saja hams 

didistribusikan. Salah satunya adalah peinbagi an kekuasaan secara vertikal yakni 

diantara tingkatan pemerintahan yang ada dari pemerintahan pusat kepada bagian 

" Syahda Guruh. L.S., Meninzbang Otononli Vs Federal (Jakarta; Rernaja Rosda Jakarta. 2000), 
hlm. 68. 

49 Faisal Akbar Nasution, Pen~eriiltal~an Daerah don Slrn~ber-Slclilber Pendapatan Dnel-ah (Jakarta: 
PT. Sofmedia. 2009), hlm. 49-50. 



dari pemerintahan yang menjadi bagian dari negara (pemerintahan lokal) 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku." 

Konsep negara hukuin ini juga ingin ineinpertegas bahwa kekuasaan dan 

kedaulatan yang menjadi pilar utama dalam penyelenggaraan Negara dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku." Oleh sebab itu hukum yang dibuat 

adalah perpaduan keinginan (aspirasi) rakyat dan kebijakan yang di terapkan oleh 

pemerintah. '* Melalui hukum ini, penyelenggaraan kekuasaan agar terdapat 

peinbatasan yang termaktub dalam konstitusionalisine; yang inerupakan gagasan 

yang menyatakan bahwa pemerintahan merupakan suatu kumpulan aktivitas yang 

diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi tunduk kepada beberapa pembatasan 

untuk inenjamin agar kekuasaan yang di perlukan untuk menjalankan pemerintahan 

tidak disalahgunakan oleh pihak pelnegang kekuasaan. Sri Sumantri inenyatakan 

tidak ada satupun Negara di dunia ini yang tidak. mempunyai konstitusi atau 

undang-undang dasar, yang di dalamnya lazim atur tentang pembagian kekuasaan, 

baik secara vertical maupun h o r i ~ o n t a l . ~ ~  

C. Negara Kesatuan 

Secara sederhananya, negara kesatuan bisa didefiniskan sebagai pengurusan 

seluruh pemerintahannya berada di tangan pemerintah pusat atau negara yang 

pemerintah pusatnya memeganglinengendalikan kedaulatan sepenuhnya baik 

kedalam lnaupun keluar. Negara kesatuan memiliki ciri-ciri yaitu hanya ada satu 

j0 /bid, ... hlm. 50. 
j' Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945. 
j' Jimly Asshiddigi , Gagasan Keda~latan RaXyat dalanr Konstit~isi dan Pelnksa~iaannya di 

/~idonesia (Jakarta; Ihktiar Baru van Hoeve. 1994), hlm. 1 1-12. 
53 Sri Sumantri, Prosedur dan Sistenr Pel-libahan Konstitrrsi (Bandung; Alumni. 1987), h l~n .  1. 



UUD, satu kepala negara, satu kabinet, satu parlemen. Menurut Jimly, bentuk 

negara Indonesia adalah Negara Kesatuan (Unitr/l-y Strlte) yang ineinpunyai prinsip 

persatuan. Dengan prinsip ini, kesatuan negara hails dibangun atas dasar persatuan 

(zl~?ity), bukan kesatuan (rrnifol-117ity). Artinya, Indonesia adalah negara kesatuan 

sebagai negara yang warga negaranya erat bersatu, yang inengatasi segala pahain 

perseorangan ataupun golongan yang menjainin segala warga negara bersainaan 

kedudukannya di hadapan hukuin dan peinerintahan dengan tanpa kecuali. Akan 

tetapi, sifatnya kesatuan ini didasarai atas seinangat persatuan. Oleh sebab itu, 

otonomi individu dan daei-ah diakui kepentingannya secara seimbang dengan 

kepentingan kolektivitas rakyat. Kehidupan orang per orang ataupun golongan- 

golongan dalam masyarakat diakui sebagai individu dan kolektivitas warga negara, 
. . 

terlepas dari ciri-ciri khusus yang dimiliki seseorang atau segolongan orang atas 

dasar kesukuan dan keagamaan dan lain-lain, yang meinbuat seseorang atau 

segolongan orang berbeda dari orang atau golongan lain dalarn i n a ~ ~ a r a k a t . ~ ~  

Karena sifatnya persatuan, inaka negara Indonesia masuk dalain negara 

kesatuan sistem desentralisasi. Ini bisa dilihat yang inana seinua urusan 

peinerintahannya tidak diurus scpcnuhnya oleh pemerintah pusat. melainkan 

sebagian urusan pemerintahannya didelegasikan atau diberikan kepada daerah- 

daerah untuk inenjadi urusan rumah tangga daerah inasing-masing. Dalanl negara 

kesatuan, sistein desentralisasi dael-ah berstatus sebagai daerah otonoin. Contoh, 

Indonesia berdasarkan ketentuan UUD 1945 menganut sistein desentralisasi. Inilah 

sebagaimana yang dinyatakan oleh Abu Daut Busroh bahwa Negara Kesatuan 

j4 Jimly Ash-Shiddiqie. St~-r~ktlrr Kerrrtanega~.aall RI, Makalah disampaikan dalaln Seminar 
Pe~nbangunan Hukum Nasional VIIJ oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan 
Hak Asasi Manusia RI Denpasar, 14-18 juli 2003. 



Republik Indonesia ditinjau dari susunannya adalah Negara yang tidak tersusun 

daii beberapa Negai-a, seperti halnya Negara federasi, inelainkan Negara itu 

5 5 sifatnya tunggal artinya hanya ada satu Negara tidak ada Negara lain, tetapi 

dengan ineinberikan kewenangan tertentu pada peinei-intah daerah. Bahwa 

lneskipun ciii-ciri Negara kesatuan ialah kedaulatan tidak terbagi atau dengan 

perkataan lain kekuasaan pemerintahan pusat tidak dibatasi karena konstitusi 

Negara kesatuan tidak mengakui adanya badan legislative lain, selain dari badan 

legislatif pusat, akan tetapi tidak lnenutup kemungkinan Negara kesatuan 

inelakukan dekonsentrasi dan desentralisasi. 

Menurut Jimly, untuk menghindari salah pengertian, istilah kesatuan yang 

bersifat persatuan itu haius dikeinbalikan kepada bunyi ruinusan sila ketiga 

Pancasila, yaitu "Persatuan Indonesia", bukan "Persatuan dan Kesatuan Indonesia" 

apalagi "Kesatuan Indonesia". Persatuan adalah istilah filsafat dan pi-insip 

bemegara, sedangkan kesatuan adalah istilah bentuk negara yang bersifat teknis. 

Bandingkan antara ruinusan Pancasila dalam Peinbukaan UUD 1945 dan iuinusan 

pasal 1 ayat ( 1 )  yang menyatakan: 

"Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik". Negara 

Kesatuan adalah konsepsi tentsng bentuk negara, dan Republik adalah ltonsepsi 

inengenai bentuk pemerintahan yang dipilih dalain kerangka UUD 1945. 

Dengan kestauan yang bersifat pel-satuan ini. inaka negara juga membagi 

kekuasaarl yang sifdtnya vertikal. Kekuasaan ssal berada di pelnerintah pusat. 

Nainun kewenangan (ctzrtkority) pemerintah pusat ditentukan batas-batasnya dalain 

Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang ditentukan sebagai kewenangan yang 

55 Abu Daud Busroh, IInilr ~\'e'e,ocr,-a (Jakarta: Bumi Xksara. 1993). hlm. 64. 
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dimiliki oleh pemerintah daerah. Hubungan-hubungan kekuasaan antara pemerintah 

pusat dan pemerintah Daerah Propinsi serta peinerintah Daerah Kabupaten dan 

Kota, tidak diatur berdasarkan asas dekonsentrasi, melainkan hanya didasarkan atas 

asas otonomi atau desentralisasi dan tugas perbantuan (nzedebe~in)'~. 

Untuk itu, susunan Negara Kesatuan dengan pengaturan yang bersifat khusus 

atau otonomi khusus dikembangkan sebagaimana inestinya dengan memperhatikan 

perbedaan tingkat kemampuan antar daerah diseluruh Indonesia. Karena itu, 

pelaksanaan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan yang 

inemungkinkan adanya pengaturan khusus berupa daerah otonomi khusus itu 

hendaklah dilaksanakan secara sistematis dan bertahap. Daerah-daerah yang belum 

atau tidak dapat melaksanakannya, perlu diberi keseinpatan mempersiapkan din. 

Daerah-daerah juga tidak perlu memaksakan diri untuk secepat mungkin 

illenerapkan kebijakan otonomi daerah yang seluas-luasnya dengan meninggalkan 

saina sekali atau mengabaikan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah daerah 

berdasarkan asas dekonsentrasi. Lebih lanjut kata Jiinli bahwa negara Indonesia 

yang berbentuk negara kesatuan (tinitury strcte) ini adalah negara h u k ~ m . ~ ~  Dasar 

negara hukum ini sebagai pengesah bahwa kekuasaan asal berada di perintah pusat, 

nalnun kewenangan (uzithoritl~y) peinerintah pusat ditentukan batas-batasnya dalam 

undang-undang dasar dan undang-undang ditentukan sebagai kewenangna yang 

diiniliki oleh pemerintah daerah. Dengan pengaturan-pengaturan konstitusional 

56 Jirnly Ash-Shiddiqie, Konstitrisi dnii Koi~stit~rsio~~alisvle In~lo17esia (Jakarira: Kerjasarna 
Mahkarnah Konstitusi Indonesia dan PSHTN, Fakultas Hukurn, Univesitas Indonesia, 2004), hlm. 213. 

57 Mengenai penjelasan lebih lanjut rnengenai Negara Hukum terdapat pada sub bab selanjutnya. 



yang demikian itu, berarti NKRI diselenggarakan dengan federcd arrungement atau 

pengaturan yang bersifat federalistis." 

Meskipun dengan konsep kesatuan yang berotonoini, seperti halnya 

Indonesia, tidak dapat diartikan adanya kebebesan penuh dari suatu daerah untuk 

inenjalankan hak dan hngsi otonominya sekehendak daerah tanpa 

inempertimbangkan kepentingan nasional secara keseluruhan. Oleh sebab itu, 

Peineiintah pusat bertanggungjawab menyukseskan pelaksanaan otonomi daerah 

yang dilakukan secara bertahap itu. Disainping itu, ineskipun susunan peinerintahan 

bei-sifat desentralistis, tetapi pemerintah pusat tetap ineiniliki kewenangan 

koordinasi antar daerah propinsi, dan pemeritah daerah propinsi memiliki 

kewenangan koordinasi antar daearah kabupatedkota sebagaiinana m e ~ t i n ~ a . ' ~  

D. Teori Otonomi 

Hakekat otonoini daerah adalah adanya kewenangan yang lebih besar dari 

daerah untuk mengelola wilayahnya sendiri. Dengan otonoini daerah, daerah tidak 

lagi sekedar menjalankan instruksi dari pusat, tetapi benar-benar inempunyai 

keleluasaan untuk meningkatkan kreativitas dalam ~nengembangkan potensi yang 

selama era otonomi bisa dikatakan terpasung. Sistein rumah tangga peinerintahan 

daerah inenjadi beke rja maksiinal, baik legislative inaupun eksekutif. Salah satu 

penjelinaan pembagian tersebut yaitu daerah-daerah akan ~neiniliki sejuinlah umsan 

58 Jimly Asshiddiqie, Pengatar Pei7iiki1-an UUD A'egara Kesatltan RI (Jakarta: The  Habibi Center, 
2001), hlm. 28. 

59 Jimly i\sh-Shiddiqie, Str-rrkt~l!- Kztolanegaruaiz RI, Makalah disalnpaikan dalam Seminar 
Pembangunan Hukum Nasional VIII oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan 
Hak Asasi Manusia RI Denpasar, 14-18 juli 2003. 



pemerintahan, baik atas dasar penyerahan maupun atas pengakuan ataupun 

dibiarkan sebagai urusan ruinah tangga daerah60 

Melalui peinberian otonomi ini, maka daerah inelniliki kewenangan 

lnelnbuat kebijakan daerah untuk ineinberi pelayanan, peningkatan peran seita, 

psakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan meningkatnya 

kesejahteraan masyarakat. Hal ini inerupakan penjabaran dari prinsip otonoini 

seluas-luasnya di mana daerah diberi wewenang untuk lnengatur dan mengurus 

seinua urusan peinerintahan selain yang menjadi urusan peinerintah pusat. 

Penyelenggaraan otonomi daerah hams selalu berorientasi pada peningkatan 

kesejahteraan masyarakat dengan inelnperhatikan kepentingan dan aspirasi yang 

lnuncul dalaln inasyrakat. 

Van der pot dalain Koesoelnahatlnadja mengatakan, konsep otonolni sebagai 

eige~z huishozlciing (menjalankan rulnah tangga sendiri). Otonomi adalah pemberian 

hak kepada daerah untuk lnengatur sendiri daerahnya dan daerah mempunyai 

kebebasan inisiatif dalam penyelenggaraan rumah tangga pemerintahan di daerah.6' 

Cakupan otonomi seluas-luasnya bennakna penyerahan urusan sebanyak mungkin 

kepada daerah untuk menjadi urusan rumah tangga ~ e n d i r i . ~ ~  Otonomi yang seluas- 

luasnya bukan tanpa batas sehingga terjadi pecah belah negara kesatuan, maka 

sangat penting dasar kesatuan dalain kedudukanya dengan dasar otonomi seluas- 

luasnya tidak boleh bertentangan dengan dasar kesatuan negara. 

60 Bagir Manan, H~,bl,ngaii Antara Pusat dull Daerah Menlcr~rt UUD I945 (Jakarta: Pustaka Sinar 
harapan, 1994) hlm. 26. 

6 1 R.D.H. Koesoemahatmadja? Peliga~ilnr Keal-ah Sisfem Penleri~itahn~i Dnerah di Indonesia 
(Bandung: Bina Cipta, 1979), hlm. 15. 

'' Soehino, Pel-keinbaligan Pen~erintahan di Daerah (Yogyakarta: Liberty, 1980), hlm. 50. 



Perkataan seluas-luasnya jangan diartikan sebagai sesuatu. yang tidak 

berunjung, di dalaln negara kesatuan, seluas-luasnya sistem otonolni dibatasi ole11 

kekuasaan pemerintahan negara kesatuan. Negara kesatuan (ee17I7eiclstcr~rt) tidak 

dapat ~neniadakan otonoini daerah, tapi betapapun luasnya otonomi daerah, tidaklah 

dapat menampikan wadah negara kesatuan. Oleh sebab itu dalam lnelnaknai dan 

lnelaksanakan otonolni yang seluas-luasnya, pelnberian otonolni yang luas tersebut 

hanya pada aspek tertentu yang sengaja diberikan pemerintahan pusat. Selnentara 

hal-ha1 dan masalah-masalah yang lnelnang lnasih perlu harus diatur peinerintah 

pusat itu sendiri deini kesatuan negara hams diatur oleh pelnerintahan d a e ~ - a h . ~ ~  

Selain terdapat variasi konsep otonomi, sebagailnana ~nengutip Nilunatul 

Huda, juga terdapat variasi rumah tangga pelnerintah daerah dalam lnelaksanakan 

otonomi daerah, yakni sisteln rumah tangga fonnal, sisteln rumah tangga materiil, 

dan sistem l-umah tangga 

Menurut Bagir Mannan, pelaksanakan sisteln rulnah tangga fonnal Cfomcrle 

h~riskozrdi~~gsbegr-ip) ini menunjukkan pelaksanaan otonoini di inana terdapat 

pelnbagiarl wewenang, tugas dan tanggung jawab antara pusat dan daerah untuk 

mengatur dan lnengurus urusan pemerintahan, tetapi tidak ditetapkan secara r - i n ~ i . ~ ~  

Model pernbentukan rulnah tangga yang selnacaln ini, menunjukkan urusan-urusan 

yang lnenjadi kewenangan daerah tidak ditentukan secara lilnitative di dalanl 

peraturan perundang-undangan. 

Bcrtolak belakang dengan sistem 1-u~nall tangga Sonnil, dalaln sistem rumah 

tangga materil, pelnbagian tugas,wewenang dan tanggung jawab antara pusat dan 

63 R.  Tresna, Ber-ronrasya ke To11iu17 Ke~otu~rego~-r~oii (Bandung: Dibya, 1998). Ii!m. 33 
6 1  Nikmatul Huda, ;bfodlll Oto l~on~i  Dael-oh ('iogyakarta: Magister H u k u ~ n  UII: tanpa tahun). 
6 5  Ibid, ... hlm. 27. 



daerah ditentukan secara pasti atau limitative di dalain peraturan perundang- 

undangan yang menjadi dasar peinbentukan peraturan daerah. Akan tetapi, sifat 

kewenangan otonomi daerah menurut system rulnah tangga ~na te~i i l  adalah tei-batas 

karena daerah Otonom tidak dapat inelakukan sesuatu yang tidak disebut dalain 

undang-undang pembentukannya. Sistein ruinah tangga inaterill (n~c!tel+iele 

Iizlishoudi17gsbeg~ip) berpangkal tolak pada pemikiran bahwa meinang ada 

perbedaan inendasar antara peinerintah Pusat dan Daerah. Daerah dianggap 

meinang meinpunyai ruang lingkup urusan pernerintahan tersendiri yang secara 

material berbeda dengan urusan peinerintahan yang diatur dan diurus oleh pusat. 

Menui-ut sistem ini, langkah kerja dari daerah tidak dapat keluar dari ketentuan 

ketentuan yang b e r l a k ~ . ~ ~  Berdasarkan ha1 tersebut, maka segala sesuatu urusan 

yang tidak tercantuin dalam peraturan perundang-undangan sebagai ul-usan daerah, 

tetap menjadi urusan pusat. 

Perpaduan antara formil dan inateril adalah sistein ruinah tangga yang 

ketiga ini. Sistein rumah tangga rill (riele hzlishoudingsbeg) inerupakan jalan 

tengah atau niidle mnge. Sistein ini sering disebut sebagai otonoini nyata atau 

otonomi riil, karena isi rumah tangga daerah didasarkan kepada keadeaan daerah 

dan faktor-faktor nyata. Bagir inanan dan Kuntana Magnar inenyatakan bahwa 

dalain negara hukuin mengandung pengertian kekuasaan dibatasi oleh hukuin dan 

sekaligus inenyatakan bahwa hukum adalah szprenie di bandingkan dengan alat 

67 kekuasaan yang ada. Sistem rumah tangga yang ketiga ini, selain menjadi 

66 Tjahja Supriatna, Sistenl Adnlinistrasi Penlel-intahan di Daerah (Jakarta: Bumi Aksara, 1993) 
h im.  4. 

6-  Bagir Manan dan Kuntana Magnar, Beberapa Afasalah Hzrklrrn tata Negara Itldo~iesia (Bandung: 
Alumni, 1993) hlm. 11. 



penengah atas kelemahan kedua sistein sebelumnya, juga bertujuan 

mengakomodasi kepentingan kontekstual daerah yang tetap tertampung atas naina 

hukum. Jadi bisa digunakan untuk mengatur kontekstualitas tersebut dala~n bingkai 

kepentingan nasional. 

E. Desentralisasi dalam Sejarah Peraturan Perundang- 

undangan Indonesia 

Sejarah kenegaraan Indonesia diwarnai dengan variasi model hubungan pusat 

dan daerah. Dari semua model hubungan tersebut, seniuanya mendeklarasikan diri 

telah menerapkan hubungan yang baik antara pusat dan daerah. Ada yang telah 

menyatakan desentralisasi, tetapi desentralisasi yang diberikan undang-undang 

hanyalah semu. 

Perihal pemerintahan daerah sudah pernah disinggung dalain UU Nomor 1 

Tahun 1945 Tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah. Melalui peraturan ini, 

lembaga ini dipandang sebagai salah satu landasan pelaksanaan Pemerintahan 

Daerah di Indonesia. Memang undang-undang ini bersifat seinentara karena hanya 

digunakan untuk mengisi kekosongan peraturan tentang Pemerintahan Daerah 

terutana sebelum diadakannya pemilihan umum yang mempertegas kedudukuan 

KNID (koinite nasional Indonesia daerah). Karena sifatnya sementara, Komite 

Nasional Indonesia menjelma menjadi Badan Penvakilan Rakyat. 

Karena ketika Komite Nasional Indonesia dibentuk, kekuasaan Jepang masih 

merajalela diinana-mana pegawai Pangreh Praja dan Polisi sekalipun inereka telah 

bersumpah setia pada Republik, maka sebenarnya peran WUI ini pada hakekatnya 

inasih dibawah kekuasaan Jepang. Baru setelah kekuasaan sipil dapat direbut 
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daripada tangan Jepang, perubahan ini inenandai beralih keinbalinya Koinite 

Nasional Indonesia kepada alat-alat peinerintahan yang resmi. Dengan 

pengeinbalian ini KNI benar secara de jzrre don de j21cto inewakili kepentingan 

rakyat Indonesia dan sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. 

Mengapa Undang undang Nomor 1 Tahun 1945 secara formal dapat 

dikatakan sebagai salah satu landasan pelaksanaan Pemerintahan Daerah di 

Indonesia? Karena terdapat point-point penting yang mendukung asumsi tersebut, 

yakni: 

1. Peinbentukan badan penvakilan rakyat daerah dengan lnengubah fungsi 
dan tugas komite nasinoal Indonesia daerah. (Pasal2). 

2. Badan penvakilan rakyat daerah dipilih dan bersama-saina kepala daerah 
bertugas dalam rangka menjalankan dan inengatur Pemerintahan Daerah (Pasal 2 
dan 3).68 

Terlepas dari apakah UU tersebut telah atau belum saina sekali inewacanakan 

dan inengkonsepkan desentralisasi, tetapi paling tidak pengetahuan terhadapnya 

penting untuk menjadi tonggak perbincangan di sini mengenai sejarah pengaturan 

pemerintahan daerah dalarn perundang-undangan Indonesia. 

Undang-undang selanjutnya yang bisa digunakan untuk meinbahas tentang 

sejarah pengaturan pemerintahan daerah adalah Undang-undang Noinor 22 Tahun 

1948. UU ini berbicara mengenai perlunya mengatur penentuan batas-batas 

wewenang daerah sehingga daerah tidak inemasuki wewenang penlerintah pusat. 

Melalui UU ini, pemerintah pusat bennaksud mengadakan keseragaman 

(unfornsitrrs) dalam Pemerintzhan Daerah bagi selumh Indonesia clan meinbahas 

tingkatan badanbadan Pemerintahan Daerah sedikit mungkin (tiga tingkatan, yaitu 

profinsi, kabupaten, dan kota besar). 

UU Nornor 1 Tahun 1945 Tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah. 



Seinangat zlnlfon71itas ini seperti. terlihat dari pokok-pokok pikiran sebagai 

berikut : 69 

a. Cita "ketunggalan" atau unifikasi, yaitu untuk seinua jellis dan tingkat 
daerah diperlakukan satu UU Peinerintahan Daerah yang sama. 

b. Cita "persainaan" antara cara pemerintahan di Jawa dan Madura dengan 
diluar pulau tersebut. 

c. Penghapusan dualisine dalain Peinerintahan Daerah, sehingga 
peinerintahan yang dijalankan oleh painong praja tidak akan berlangsung terus. 

d. Cita desentralisasi yang inerata di seluruh wilayah Negara. RI hanya terdiri 
atas daerah-daerah otonoin, diluar itu tidak ada wilayah yang ~nelnpunyai 
kedudukan lain. 

e. Pemberian otonomi dan rnedebe~~vind yang luas, sehingga rakyat akan 
dibangunkan inisiatifnya untuk memajukan daerahnya. 

f. Pelnerintahan yang demokratis, yaitu susunan aparatur daerah yang dipilih 
oleh dan dari rakyat. 

g. Pemerintahan yang kolegiul, artinya soal-soal pemerintahan tidak akan 
diputuskan oleh seseorang secara tunggal, lnelainkan oleh sekelompok orang. 

h. Cita inendekatkan rakyat dan daerah tingkat terbawah dengan pelnerintah 
Pusat (hanya 3 tingkatan daerah). 

i. Cita pendinamisan kehidupan desa dan wilayah-wilayah lainnya yang 
sejenis dengan ini. 

j. Cita pendeinokrasian pelnerintah zeljbestzlzlrende lanschcrppe~z. 
Disainping ineiniliki kekuatan, beberapa pokok pikiran diatas juga memiliki 

kelemahan. Misalnya cita keseragaman atau ketunggalan, pada satu saat akan tidak 

cocok dengan keadaan masing-masing jenis dan tingkat daerah. Dengan kata lain, 

ide penyeragaman akan mengingkari adanya Iceragaman sejarah. adat istiadat. 

perilaku kolektif inasyarakat, struktur sosial, dan sebagainya. 

Sebagai kelanjutan U U  1948, pemelintah pusat lnelnperbarui hubungan pusat 

dan daerah dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 7 0 .  Sebagai UU yang 

berinduk pada UUDS 1950 maka U U  No. 1 1 ahun 1957 ~nenganut asas yang 

ditetapkan UUD induknya yakni "otonoini yang seluas-luasnya" yang diwujudkan 

dalam asas otonomi yang nyata. Asas otonomi yang seluas-luasnya itu dapat 

69 Lihat dalam Penjelasan UU Nomor 22 Tahun 1948 tentang Hubungan Pusat dan Daerah. 
'O Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. 



terbaca dari ketentuan, Pasal 31 aya (1) bahwa "DPR Daerah inengatur dan 

mengurus segala umsan rumah tangga daerahnya, kecuali ui-usan yang oleh UU 

diserahkan kepada penguasa lain.71 

Menurut Widodo, UU No. 111957 inenganut sistein otonoini nil, yaitu suatu 

sistem ketataNegaraan dalain lapangan penyelenggaraan desentralisasi yang 

berdasarkan keadaan dan faktor-faktor yang nyata, sesuai dengan kebutuhan dan 

kemarnpuan yang riil dari daerah-daerah inaupun Pusat, serta pula dengan 

pertumbuhan kehidupan masyarakat yang berlangsung. Pangkal pikiran konsep 

otonomi nil ini ialah kenyataan bahwa kehidupan inasyarakat peiiuh dengan 

dinamika dan pertumbuhan.72 

Berangkat dari seinangat sitem ruinah tangga otonomi riil ini, di dalalll UU 

No. 1 Tahun 1957 tidak dimuat perincian urusan-urusan rumah tangga daerah, 

tetapi secara luas diserahkan kepada daerah untuk inengatasinya. Peinerintah pusat 

hanya mempu.nyai wewenang dalam hal-ha1 yang oleh UU ditetapkan inenjadi 

urusan pemerintah pusat. Dalam ha1 ini, Dewan Penvakilan Rakyat Daerah yang 

mengatur dan mengurus segala urusan ruinah tangga73 dan Dewan Peinerintah 

Daerah yang menjalankan keputusan-keputusan Dewan Penvakilan Rakyat Daerah 

Dalain ha1 organisasi pemerintahan, hak inengatur dan inengurus i-uinah 

tangga suatu daerah dijalankan oleh alat perlengkapan yang dinainakan pemerintah 
- 

- - 

51 Solly Lubis, "Otonomi Daerah", dalam Padmo Wahjono, Masalak KetutuNegul-uan I~ido~iesia 
De~vasu h i ,  (Bandung: Ghalia Indonesia, 1984) hlm. 308. 

" Tri Widodo W. Utomo, Makalah : Kebijakan Penzel-intab Teritung Oto~iomii Daerah Menlir-lit 5 
Undang-Undang (Stlidi Perbandingan Terhadap UU Nonzor 22 Ta171iri 1948, UU Non~or I Tuklin 1957, 
UU A'onior 18 Tahlin 1965, UU Nonior 5 Taklin 1974, Serta UU Nonior 22 Taklin 1999), Pusat Kajian Dan 
Diklat Aparatur I, Lembaga Administrasi Negara:Jawa Barat, 2000. -. 

" Pasal 31 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1957. 
'' Pasal44 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1957. 



daerah. Menurut Pasal.5 UU No. 111957, pemerintah daerah terdiri atas DPRD dan 

DPD. Menurut Pasal 7 UU No.111957, ju~nlah anggota DPRD suatu daerah 

ditetapkan dalam UU peinbentukan daerah tersebut dengan dasar perhitungan 

tertentu. Dalam Pasal-Pasal selanjutnya (Pasal 8, 9, 10 dan 1 l), diatur inengenai 

syarat-syarat menjadi anggota DPRD, larangan perangkapan jabatan, larangan- 

larangan melakukan kegiatan tertentu, serta hal-ha1 yang dapat menjadi faktor 

pertimbangan dalam memberhentikan keanggotaan DPRD bagi seseorang. Anggota 

DPD dipilih oleh dan dari anggota-anggota DPRD atas dasar penvakjlan berimbang 

menurut ketentuan PP, sedang jumlahnya ditetapkan dalam UU Peinbentukan 

Daerah. Ketua dan wakil ketua DPRD tidak boleh menjadi anggota DPD, sedang 

seseorang yang berhenti sebagai anggota DPRD dengan sendirinya berhenti 

menjadi anggota DPD (Pasal 19 dan 20 ayat 3). 

Sebagai Kelanjutan dari UU No. 1,. Tahun 1957 adalah UU No. 18 Tahun 

1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahah Daerah. Undang-undang ini inencoba 

untuk menjalankan asas desenralisasi khususnya desentralisasi teritorial serta 

dekonsentrasi. Bahwa Pemerintah akan terus dan konsekwen menjalankan politik 

desentralisasi yang kelak akan menuju kearah tercapainya desentralisasi teritorial 

yaitu meletakkan tanggung jawab teritorial riil dan seluas-luasnya dalain tangan 

Pemerintah Daerah, disainping menjalankan politik dekonsentrasi sebagai 

komplemen yang 

Menurut UU Noinor 18 Tahun 1965, bentuk dan susunan pemerintah daerah 
diatur sebagai berikut : 

1. Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD (Pasal 5 ayat 1). 
2. Kepala Daerah dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari dibantu oleh 

Wakil Kepala Daerah dan Badan Pemerintah Harian (Pasal 6). 

75 Lihat dalam penjelasan UU No. 18 Tahun 1965. 



3. DPRDmempunyai pimpinan yang terdiri dari seorang Ketua dan beberapa 
Wakil Ketua yang jumlahnya menjamin poros Nasakoln (Pasal7). 

Aspek penting lainnya diatur dalain Pasal 44, dilnana dinyatakan bahwa 
Kepala Daerah adalah alat Peniei-intah Pz~sat clc~n crlcrt Pen7er-iiitclh Duei~crh. Sebagai 
alat pemerintah Pusat, maka Kepala Daerah : 

1. Memegang pimpinan kebijaksanaan politik polisional di daerahnya, dengan 
mengindahkan wewenang-wewenang yang ada pada pejabat-pejabat yang 
bersangkutan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. 

2. Menyelenggarakan koordinasi antara jawatan-jawatan tersebut dengan 
pemerintah daerah. 

3. Melakukan pengawasan atas jalannya Peinerintahan Daerah. 
4. Menjalankan tugas-tugas lain yang diserahkan kepadanya oleh pemerintah 

Pusat. 

Sedangkan sebagai alat pemerintah daerah, Kepala Daerah meinimpin 

pelaksanaan kekuasaan eksekutif pemerintah daerah baik dibidang urusan rulnah 

tangga daerah maupun di bidang peinbantuan. Selanjutnya mengenai 

pertanggungjawaban Kepala Daerah, Pasal 45 menegaskan bahwa Kepala Daerah 

memberikan pertanggungjawaban sekurang-kurangnya sekali seTahun kepada 

DPRD atau apabila diminta oleh dewan tersebut atau apabila dipandang perlu oleh 

Kepala Daerah sendiri. 

Selanjutnya adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 

Yemerintahan di Daerah yang berlaku mulai tanggal 23 Juli 1974. Menurut UU No. 

5 Tahun 1974 Pasal 13, Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala Daerah d m  DPRD. 

Berbeda dengan UU No. 18 Tahun 1965, Kepala Daerah tidak didampingi lagi oleh 

suatu Badan Pemerintah Harian sebagai badan penasihat dalaln bidang eksekutif, 

akan tetapi BPW ini diganti dengan Badan Pertimbmgsn Caerah ymg terdiri dari 

Ketua DPRD dan unsur-unsur dari fraksi-fraksi yang beluin tenvakili dalaln 

pimpinan DPRD. 



Menurut -. Pasal 13 Peinerintah daerah adalah Kepala Daerah dan DPRD. 

Dalain penjelasan uinuin dijelaskan bahwa konstruksi yang deinikian diharapkan 

dapat inenjainin adanya kerjasailla yang serasi antar keduanya untuk inencapai 

tertib peinerintahan di daerah. Meskipun deinikian, DPRD tidak boleh inencainpuri 

bidang eksekutif. Bidang eksekutif ini adalah wewenang dan tanggungjawab 

Kepala Daerah sepenuhnya. 

Dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban Peinerintahan Daerah, 

Kepala Daerah menurut hierarki bertanggung jawab kepada Presiden nlelalui 

Menteri Dalam Negeri. Ditinjau dari prinsipprinsip organisasi dan ketatalaksanaan, 

adalah tepat sekali jika Kepala Daerah hanya inengenal satu garis 

pertanggungjawaban. Oleh karena itu, Kepala Daerah tidak bertanggungawab 

kepada DPRD. Namun deinikian, Kepala Daerah berkewajiban meinbei-ikan 

keterangan pertanggungjawab& kepada DPRD. 

Setelah masa refonnasi bergulir, inaka desentralisasi yang masih seinu yang 

dibawa undang-undang di atas ingin dirombak inelalui UU Noinor 22 Tahun 1999 

tentang Pemerintahan Daerah. UU ini memiliki jiwa, seinangat dan substansi yang 

sangat berbeda dengan UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok 

Pemerintahan di Daerah. Dalam UU, pemerintahan daerah didasarkan pada Asas 

Desentralisasi dalam wujud Otonoini yang:76 1) Luas dan utuh 1 bulat. Ini beral-ti 

bahwa kewenangan daerah dalam inenyelenggarakan kewenangan-kewenangan 

tertentu tidak dibatasi pada materi atau substansi tertentu (luas) sepanjang inainpu 

dilaksanakan serta tidak melewati batas-batas koinpetensi peinerintah pusat 

maupun propinsi; 2) Nyata, yang menyiratkan adanya keleluasan daerah untuk 

76 Lihat dalam Penjelasan UU Nomor 22 Tahun 1999. 
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inenyelenggarakan kewenangannya dalain bidang peinerintahan harus didasarkan -. 

pada kenyataan yang dipei-lukan serta tuinbuh, hidup dan berkembang di daei-ah 

tersebut; 3) Bertanggunaa\vab. Ini inengandung pengei-tian adanya pen\.ujudan 

tanggung jawab sebagai konsekuensi peinberian hak dan kewenangan kepada 

daerah dalain wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul ole11 daerah dalain 

mencapai tujuan peinbei-ian otonomi bei-upa peningkatan pelayanan dan 

kesejahteraan inasyarakat yang senlakin baik, pengeinbangan kehidupan demokrasi, 

keadilan dan penlerataan sei-ta peinelihai-aan hubungan serasi antai- pusat dan 

daerah serta antar daerah dalam I-angka inenjaga keutuhan Negai-a Kesatuan RI. 

Sebagai counter atas UU Noinor 22 Tahun 1999 yang rentan mengarah 

kepada federal, lnaka lahirlah UU No. 32 Tahun 2004 tentang Peinei-intallail 

Daerah. Dalam UU ini Prinsip otonolni daerah ineinang inasill menggunakan 

prinsip otonoini seluas-luasnya dalain arti daerah dibei-ikan kewenangan inengurus 

dan inengatur seinua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan Peinerintah 

yang ditetapkan dalain Undang-Undang ini. Sejalan dengan prinsip tersebut 

dilaksanakan pula prinsip otonoini yang nyata dan bel-tanggunGjawah. Prinsip 

otonomi ilyata adaldl suatu piinsip bahwa uiltuk ineilailgaili U I ~ U S ~ I ~  pernel-inlahan 

dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenallg, dari kewajiban yang senyatanya telah 

ada dan berpotensi untuk tu~nbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi 

dan kekhasan daerah. Dengan delnikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daelah 
- - - - - - -- - - 

tidak selaiu saina dengan daerah laimya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi 

yang bertanggungjawab adalah otonoini yang dalain penyelenggaraannya harus 

benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud peinbei-ian otonomi, yang pada 



-. dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk ineningkatkan kesejahteraan 

rakyat yang inempakan bagian utaina dari tujuan n a ~ i o n a l . ~ ~  

Sebagai koreksi atas UU Nomor 22 Tahun 1999, ada beberapa paket 

peinberian otonomi kepada daerah. Pel-trrn7~1, otonoini berorientasi kepada 

kesejahteraan rakyat. Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah 

hams selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu 

meinperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tuillbuh dalam inasyarakat. Kerlzlrr, 

pembangunan yang seiring dengan daerah di sekitamya. Selain itu penyelenggaraan 

otonoini daerah juga hams inenjamin keserasian hubungan antara Daerah dengan 

Daerah lainnya, artinya inainpu meinbangun kerjasaina antar Daerah untuk 

meningkatkan kesejahteraan bersaina dan inencegah ketilnpangan antar Daerah. 

Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonolni daerah juga hams inainpu 

inenjamin hubungan yang serasi antar Daerah dengan Peinerintah, artinya hams 

mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tetap tegaknya 

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalain rangka mewujudkan tujuan ~ e ~ a r a . ~ *  

Ketiga, tetap memiliki hubungan dengan pusat. Di dalaim UU No. 32 Tahun 

2004 ditegaskan bahwa peinerintah daerah dalaim penyelenggaraan umsan 

pemerintahan inemiliki hubungan dengan pemerintah dan dengan peinerintah 

daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, 

79 pelayanan umuin, pemanfaatan sulnber daya alain, dan sumber daya lainnya. 

Hubungan keuangan, pelayanan uixum, pemanfaatan sumber daya alam, dan 

sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Hubungan wewenang, 

77 Lihat dalam penjelasan UU No. 32 Tahun 2004. 
78 Ibid. 
'' UU No. 32 Tahun 2004 Pasal2 ayat 4 dan 5. 



keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya 

lainnya inenimbulkan hubungan adininistrasi dan kewilayahan antar susunan 

pemerintahan.sO 

Dalam ha1 pemilihan kepala daerah dan sistein pertanggungjawabannya, telah 

diadakan perubahan melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 

Pemerintahan Daerah. Di antaranya yang paling baru adalah ketentuan Pasal 56 

ayat (2) diubah. Berisi asas pelaksanaan PILKADA serta dibolehkannya pasangan 

calon dari partai politik dan calon perseorangadindependen inengkuti PILKADA; 

Pasal 236 dan Pasal 237 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 236A, Pasal 236B, 

dan Pasal 236C, berisi ketentuan tentang panitia pengawas pemilihan oleh Badan 

Pengawas Pemilu, DPRD benvenang inembentuk panitia pengawas pemilihan 

kepala daerah dan wakil kepala daerah,'tidak mengundurkan diii dari jabatannya 

kepala daerahlwakil kepala daerah yang sudah terdaftar sebagai calon Pada saat 

berlakunya Undang-Undang ini, serta Penanganan sengketa hasil penghitungan 

suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung 

dialihkan kepada ~ a h k a k a h  Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak 

Undang-Undang ini diundangkan. 

F. Desentralisasi di Indonesia 

Desentralisasi diartikan sebagai sebuah mekanisme penyelenggaraan 

pemerintahan yang menyangkut pola hubungan antara pemerintahan nasional dan 

pemerintahan lokal. Di dalam mekanisme ini pemerintahan nasional melimpahkan 

UU No. 32 Tahun 2004 Pasal2 ayat 7. 
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kewenangan kepada pemerintahan dan masyarakat setempat atau local untuk 

diselenggarakan guna lneningkatkan kenlaslahatan hidup masyarakat. Syaukani, 

HR dkk. mengatakan, sejulnlah alasan mengapa ha1 itu hams dipilih sebagai salah 

satu pola hubungan antara pelnerintahan nasional dan peinerintahan lokal. 

Kalangan ilinuan pemerintahan dan politik pada umumnya mengidentifikasi 

sejuinlah alasan mengapa desentralisasi perlu dilaksanakan pada sebuah Negara, 

yaitu sebagai b e r i k ~ t : ~ '  

1. Dalaln rangka peningkatan efisien dan effektifitas penyelenggaraan 
peinerintahan. 

2. Sebagai wahana pendidikan politik inasyai-akat di daerah, 
3. Dalain rangka memelihara keutuhan Negara kesatuan atau integrasi 

nasional, 
4. Untuk lnewujudkan delnokrasi dalaln penyelenggasaan pelnerintahan yang 

dilnulai dari daerah, 
5.Guna memberikan peluang bagi inasyarakat untuk ineinbentuk karir dalain 

bidang politik dan pemerintahan, 
6. Sebagai wahana yang diperlukan untuk lnelnberikan peluang bagi 

inasyarakat untuk berpartisipasi dalain proses perencanaan dan pelaksanaan 
pemerintahan, 

7. Sebagai sarana yang diperlukan untuk mempercepat pembangunan di 
daerah, dan 

8. Guna lnewujudkan pemei-intahan yang bersihdan benvibawa. 

Menurut Nikrnah dengan lnengutip Dennis, desentralisasi pun inemiliki 

beberapa bentuk yang berjumlah einpat, yakni dekonsentrasi, delegasi ke lembaga- 

lembaga segi otonom atau antar daerah (prll-astatcrl), pelimpahan kewenangan 

(devolusi) ke peinerintah daerah, dan peralihan hngsi dal-i lembaga-lembaga negara 

ke L S M . ~ ~  Variasi bentuk ini tel-jadi kareili? variasi tingliat peralihan kewenangan, 

81 Syaukani,HR,. Afan Gaffar dan Riaas Rasyid. Otoiioint Derak Dc1la117 i\'e,oora Kesatltati (Jakarta; 
Pustaka Pelajar. 2003), hlm. 17. 

81 Nikmatul Huda, Mod~rl Otonotni Daercih (Yogyakarta: Magister Hukuln UII. tanpa tahun), hlm. 
49. 



yakni kewenangan untuk merencanakan, ~nelnutuskan dan mengatur dari 

peinerintahan ke pusat leinbaga-lembaga yang lain. 

Pel-trrnrrr, dekonsentrasi kepada pejabat instansi vei-tikal di  daerah. Dengan 

model ini, kekuasaan dan fungsi pemerintahan diberikan secara administratif 

kepada instansi vei-tikal pemei-intah pusat yang ada di daerah. Menui-ut F.A.M. 

Stroink, sebagaimana dikutip Nikmah, dekonstruksi adalah penyerahan 

kewenangan lnenul-ut hukuin publik kepada pejabat-pejabat, diwakili oleh pejabat- 

pejabat departemen.s3 

Kerl~ra, delegasi kewenangan untuk illengaillbil keputusan dan manajemen 

atas hngsi-hngsi khusus kepada lembaga-leinbaga yang tidak berada di bawah 

kontrol langsung kementerian peinerintah pusat. Seringkali leinbaga-leinbaga yang 

lneneriina delegasi peran-peran pembangunan tersebut memiliki kewenangan senli 

otonoln untuk melaksanakan tanggungjawabnya dan bahkan tidak berada di dalaln 

struktur pemerintahan tetap.84 Dalam kata lain, kekuasaan dan fungsi peinerintahan 

diberikan kepada pemerintah lokal yang ineiniliki kekuasaan pada wilayah tertentu 

dalam ikatan suatu negara sehingga terwu~jlld daerah otonom. 

K~t ign,  bentuk desentralisasi y n g  lain berupaya mcncipt~kan atau 

mempei-kokoh tingkar atau satuan-satuan pemerintah independen melalui devolusi 

peran dan kewenangan. Melalui devolusi, peinerintah pusat inelepaskan fungsi- 

fungsi tei-tentu atau meinbentuk satuan-satuan baru peinerintah yang berada di luar 

kontrol langsungnya. Keett~y~rt, di banyak negara desentralisasi dilakukan melalui 

peraliahn tugas perencanaan dan tanggungjawab adininistratif tertentu atau 

'' Ibid.,, hlm.  49. 
'.' Ibid, ... hlm. 50 



peralihan fungsi publik, dari pelnerintah ke lembaga-lembaga sukarela, swasta atau 

non pemerintah.s5 

Berdasarkan beberapa tingkatan desentralisasi, desentralisasi yang trejadi di 

Indonesia lebih tepat kepada arah kategori pertama, kedua dan ketiga. 

Bahwasannya kelolnpok yang mel~~aknai desentralisasi sebagai devolusi dan 

dekonsentrasi ~nenyatakan bahwa bentuk konkret dianutnya asas ini adalah daerah 

otonom. Ini bisa dibuktikan dengan lnunculnya otonomi daerah. Ciri utama daerah 

otonolni adalah adanya len~baga perwakilan daerah dan eksekutif yang berfunhsi 

sebagai lelnbaga politik lokal. Mereka yang bergelut dengan keseharian politik di 

tingkat lokal, karena memahami betul dinarnika sosial yang terjadi. Di sini, kita 

bisa menemukan peran kepala dael-ah dan lernbaga legislatif daerah pula yang 

sangat strategis dalaln menerapkan tiga kategori desentralisasi ini. Mengutip 

pendapat Nilunah, konsekuensinya pada tataran pelnerintahan lokal, lernbaga 

penvakilan rakyat daerah (untuk kasus di Indonesia: DPRD) rnenjadi aktor utama 

penentu kebijakan. 86 Bukan hanya DPRD, kepala eksekutive Bupati juga 

mempunyai posisi strategi karena dipilih langsung oleh rakyat. 

Penyelenggaraan urusan pelnerintahan dibagi berdasarkan kriteria 

ekstell~alitas, akuntabilitas: dan efisiensi dengan melnperhatikan keserasian 

hubungan antar susunan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang lnenjadi 

kewenangan pelnerintahan daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria di 

atas terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. 

85 Ibid, ... hlm. 51. 
s6 Ibid, ... hlm. 51. 



Urusan wajib yang inenjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi 

inerupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi 16 buah urusan. Urusan 

peinerintahan provinsi yang bersifat pilihan ineliputi urusan peinerintahan yang 

secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. 

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten atau 

daerah kota inerupakan urusan yang berskala kabupaten atau kota ineliputi 16 buah 

urusan. Urusan peinerintahan kabupaten atau kota yang bersifat pilihan meliputi 

urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk ineningkatkan 

kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan 

daerah yang bersangkutan. 

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, urusan wajib yang inenjadi kewenangan peinerintah daerah 

provinsi adalah urusan dalain skala provinsi yang meliputi 

(1) perencanaan dan pengendalian pembangunan; 
(2) perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang; 
(3) penyelenggaraan ketertiban umuin dan ketenterarnan masyarakat; 
(4) pen yedi aan sarana dan prasarana uinum; 
(5) penanganan di bidang kesehatan; 
(6) penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial; 
(7) penanggulangan masalah sosial lalu litas kabupatedkota; 
(8) pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupatenkota; 
(9) fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan inenengah termasuk 

lintas kabupatedkota; 
(1 0) pengendalian lingkungan hidup; 
(1 1) pelayanan pertanahan tennasuk lintas batas kabupatedkota; 
(12) pelayanan kependudukan dan catatan sipil; 
(1 3) pelayanan administrasi umum pemerintahan; 
(14) pelayanan administrasi penanaman modal tennasuk lintas 

kabupatedkota; 



(15) penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang beluln dapat 
dilaksanakan oleh kabupatedkota; dan 

(16) urusan wajib lainnya yang dimanfaatkan oleh peraturan perundang- 
undangan. 

Sedangkan urusan wajib yang menjadi kewenangan pelnerintah daerah 

kabupatedkota adalah urusan yang berskala kabupatedkota meliputi : 

(1) perencanaan dan pengendalian pembangunan; 
(2) perencanan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang; 
(3) penyelenggaraan ketertiban ulnurn dan ketenteraman masyarakat; 
(4) penyediaan sarana dan prasarana umum; 
(5) penanganan di bidang kesehatan; 
(6) penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sulnber daya lnanusia potensial; 
(7) penanggulangan masalah sosial; 
(8) pelayanan bidang ketenagake jaan; 
(9) fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah; 
(1 0) pengendalian lingkungan hidup; 
(1 1) pelayanan pertanahan; 
(12) pelayanan kependudukan dan catatan sipil; 
(1 3) pelayanan administrasi un~uln pemerintahan; 
(14) pelayanan administrasi penanaman modal; 
(1 5 )  penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan 
(16) urusan wajib lainnya yang diainanatkan oleh peraturan perundang- 

undangan. 



BAB 111 

Desentralisasi dalam Pemerintahan Daerah Di Indonesia 

A. Latar Belakang Politik Hukum Kelahiran UU Pemerintahan 

Daerah 

Dan beragamnya definisi, Mahfud MD menyingkat cakupan politik hukuln 

meliputi dua hal, yakni membuat undang-undang dan melaksanakannya. Mahfudz 

merumuskan bahwa politik hukun~ itu adalah arahan atau gans reslni yang 

dijadikan dasar pijak dan cara untuk lnembuat dan melaksanakan hukum dalunz 

I-crngku rnencclpai tlljuan bangsel dcln negur-el. 87 Dari definisi ini, penulis 

menemukan paling tidak ada dua pemahaman yang selama ini lnuncul menyangkut 

peinbicaraan mengenai politik hukum. Pemahaman yg pertama adalah pemahaman 

yang me~nahalni pembicaraan mengenai politik hukum berkaitan dengan hubungan 

antara politik dan hukum. Pemahaman yang kedua adalah yenlahaman yang 

memahami pembicaraan politik hukum berkaitan dengan apa kebijakan dasar yang 

melatarbelakangi lahirnya hukum tersebut. Untuk rnengakonlodasi keduanya, 

diskusi mengenai politik hukum kelahiran UU Pemerintahan Daerah di dalam 

tulisan ini akan diarahkan untuk melnbicarakan apa hubungan antara politik dan 

hukum yang lnempengaruhi kebijakan dasar yang melatarbelakangi kelahiran UU 

tersebut. 

87 Moh. Mahfud MD: ~Men~bnrigltrr Politik H~tk~~n~-iMe~ie,oaX-k~i~l Koristiiltsi (Jakarta: LPjES, 2006), 
hlm. 15. 
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Dengan demikian, sub bagian ini akan melnbicarakan bagainlana r e j i i ~  suatu 

pemerintahan mempengal-uhi model suatu undang-undang pemerintahan daerah. 

Sebelum membahas nlengenai undang-undang tentang pemerintahan daerah, kita 

harus tahu bahwa sulnber pemerintahan daerah adalah Pasal 18 UUD 1945 

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan 
daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, 
kabupaten, dan kota itu lnelnpunyai pemerintahan daei-ah, yang diatur dengan 
undang-undang. **) 
(2) Pelnerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota lnengatur dan 
Inengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan. **) 
(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pelnilihan 
umuin. **) 
(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah 
daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. **) 
(5) Pelnerintahan daerah inenjalankan otononli seluas-luasnya, kecuali ul-usan 
pemerintahan yang ole11 undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah 
Pusat. **) 
(6) Pelnerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan- 
peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. **) 

Dengan demikian, Pembahasan dibawah ini tinggal lneinfokuskan pada 

pelnbahasan tentang Undang-undang Nolnor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 

Pelnerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 22 Tahun I??? tentang 

Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Peinerintahan Daerah. Pembahasan akan diaplikasikan utk lnenganalisa jenis rejim 

pemerintahan yang berbeda melahirkan prinsiy pemerintahan daerah yang berbeda 

pula. 



1. Kelahiran Undang-undang Nomor 5 Tahun-1974 tentang 

Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 

Pola hubungan kekuasaan dan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan 

Pemerintah Daerah sangat ditentukan oleh konfigurasi politik nasional pada kurun 

waktu tertentu. Kehadiran Jenderal Soeharto dengan Orde Baru yang sarat dengan 

dominasi tentaraliniliter dala~n kehidupan politik nasional membawa da~npak yang 

sangat luas bagi keberadaan otoritarianisme. Politik hanya menjadi domain dari 

sekelompok kecil orang yang berada di sekitar pusat kekuasaan di Jakarta. 

Mendiang Menteri Dalam Negeri Amir Mahmud pemah memunculkan slogan 

"Politik No, Pembungzlnan ~ e s . " ' ~  Slogan ini inenjadi seinangat untuk memendarn 

demokrasi jauh ke dalam lumpur kehidupan politik dan menggantikannya dengan 

otoritarianisme inelalui segala macam implikasinya. Sentralisasi kekuasaan 

mendapat tempat yang sangat kuat dalam pemerintahan Soeharto. Hal ini berkaitan 

erat pula dengan hakikat pemahainan kekuasaan dari Soeharto yang mempunyai 

latar belakang militer yang sangat kuat dan ditopang oleh budaya politik yang 

sangat hirarkis dan sentralistik. Soeharto beralasan bahwa gaya sentralistik ini 

sebagai pelaksanaan UUD RI Tahun 1945 secara lnurni dan k~nsekuen . '~  

Pada umumnya, dalaln sebuah pemerintahan yang otoritarian, sebuah produk 

hukum inerupakan cenninan kepentingan pemerintah yang berkuasa. Produk 

hukum otoritarian bersifat elitis dan menjadi instrumen dari kekuasaan untuk 

inemelihara mereka yang sedang berkuasa. Implementasi kebijakan tidak jarang ' 

Syaukani, Affan Gaffar dan Ryas Rasyid, Otorlonli Daer-ah dalanl Negara Kesatzian 
(Yogyakarta: Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan, 2009), hlm. 124. 

89 A.H. Nasution, Menzenzlhi Pnnggilan T~rgas, Jilid 7 ,  (Jakarta: Haji Masagung, 1988), hlrn. 9. 



juga dimanfaatkan dalam rangka kepentingan politik dar-rejim yang berkuasa. 

Keadaan seperti itu telah terjadi secara nyata inelalui Undang-undang Noinor 5 

Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disingkat UU 511974). 

UU ini dianggap sudah sangat buruk dilihat dari kepentingan peinbangunan 

demokrasi dan hukuin. Dalam pelaksanaannya, hukuin ini juga menjadi alat 

penguasa untuk menyelewengkan kekuasaan sangat jauh lagi. Undang-undang ini 

bukan ditujukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat di Daerah. UU ini 

sebenamya tidak bemiat ineinberikan keleluasaan warga masyarakat Daerah untuk 

inengurus ruinah tangga sendiri. UU ini lebih inerupakan instrumen kebijaksanaan 

untuk memelihara kepentingan orang-orang di Jakarta. Kewenangan 

"dekonsentrasi" dan "pembantuan" yang diberikan kepada Daerah sebenamya lebih 

inerupakan alat pembungkus pemerintah pusat untuk melakukan sentralisasi. UU 

ini mempunyai semangat otoritarian yang bertolak belakang dengan seinangat 

ksentralisasi (yang meginginkan pembangunan demokratisasi daerah). 

UU ini mempunyai prinsip yang sangat ketat, yakni menganut bahwa 

"Otonomi lebih merupakan kewajiban daripada hak" yaitu kewajiban dalam rangka 

ikut mensukseskan pembangunan nasional yang merupakan agenda utama bagi 

pemerintahan Soeharto. Logika pemerintah yang dikembangkan adalah kalau 

otonomi merupakan "hak  inaka akan sangat dikhawatirkan munculnya seinangat 

kedaerahan yang pada akhirnya akan meniinbulkan disintegrasi nasional. Inilah 

yang merupakan logika yang sangat sulit untuk dapat diterima. Seharusnya dengan 



semangat otonomi yang seharusnya menjadi hak rakyat di Daerah, mereka dapat 

mengeinbangkan kreatifitasnya untuk lnenjalankan roda pemerintahan.90 

UU 511 974 meninggalkan prinsip "otonomi yang nil dan seluas-seluasnya" 

dan diganti dengan prinsip "Otonomi yang nyata dan bertanggun~awab".9' Dalain 

penjelasan dari UU tersebut dinyatakan bahwa "istilah seluas-luasnya tidak lagi 

digunakan karena berdasarkan pengalaman selalna ini istilah tersebut ternyata dapat 

inenimbulkan kecenderungan peinikiran yang dapat meinbahayakan keutuhan 

NKRI dan tidak serasi dengan maksud dan tujuan pelnberian otonoini kepada 

daerah sesuai dengan piinsip-prinsip yang digariskan oleh Garis Besar Haluan 

Negara." 

Semangat UU ini adalah sentralistik. Dalaln ha1 rekruetinen politik lokal 

misalnya, masyarakat di Daerah sama sekali tidak lneinpunyai peranan yang 

inenentukan kecuali sekedar nlenoininasi ramai-ramai calon Kepala Daerah, dan itu 

pun belum tentu mendapat perhatian dari pihak-pihak yang terkait. Yang lebih 

inenentukan adalah peranan yang dimainkan oleh pejabat iniliter yang ada di daerah 

seperti Komandan KOREM, dan Panglima KODAM, terutama untuk menentukan 

calon dari kalangan ABRI, istilah yang populer pada waktu itu. Kalau ABRI punya 

kepentingan di Daerah tertentu untuk inenelnpatkan personilnya maka secara 

otonlatis calon dari kalangan sipil sama sekali tidak mempunyai peluang, dan 

peranan sipil hanya sekedar menjadi pendamping proses pelnilihan Kepala Daerah. 

Karena itu, pada inasa Orde Baru, sangat dikenal dengan istilah Calon Jadi dan 

Syaukani: Affan Gaffar dan Ryas Rasyid, Otoriorrn' Daerah dalan, Negar-a 
Kesa~~rari,op.,cit. ... hlrn. 152. 

91 Agussalim Andi Gadjong, Per~leriritahari Daerah; Kajiari Polilik ria71 H~rk~trn, op., cit., ... hlrn. 
158. 



Calon Pendamping. Calon Jadi adalah _talon Kepala Daerah yang didukung 

sepenuhnya oleh kalangan piinpinan ABRI dan Menteri Dalain Negeli ~nelalui 

Direktorat Jenderal Otonolni Daerah dan Pelnerintahan Ulnuln (PUOD). Lelnbaga 

yang terkahir inilah yang paling menentukan, tentu saja bekeija saina dengan 

kalangan piinpinan ABRI. Kemudian, ketika putera dan puteri Soeharto lnulai 

dewasa dan inemiliki kepentingan poltik dan bisnis, inaka inereka juga ikut 

~nenentukan untuk meneinpatkan seseorang inenjadi Kepala Daerah, teiutaina 

untuk Keyala Daerah Tingkat I. Hal itu keinudian berkeinbang dengan melibatkan 

kel-abat Cendana secara keseluruhan. Dalain konteks ini, sangat besar keinungkinan 

uang juga ikut menentukan, yang hams disediakan terutama kepada pejabat di 

Ke~nenterian Dalaln Negeri di dalaln ikut inenetukan Calon Jadi yang berasar dari 

kalangan sipil. Dengan demikian, inasyarakat di Daerah tidak lebih sebagai 

penonton yang keberadaannya tidak dipandang perlu oleh penguasa pada waktu 

itu. 92 

Oleh sebab itulah, UU ini inempunyai strategi khusus untuk inengebiri 

kepentingan rnasyarakat dan pcranan DRPD. Icetiga pengwasan ~~st..vcrilil,  represif 

dan pengawasan umuin) dilnksanakan sccara efektif ole11 Depar-lerrleri Dalain 

Negeri, akan tetapi dinlanipulasi sedemikian rupa bagi kepentingan Pemerintah 

pusat." Sebuah peratui-an Dearah baru dapat berlaku kalau sudah dapat mendapat 

pengesahan dari pejatat yang benvenang. Katakanlah Peraturan Daerah yang 

berkaitan dengan Pajak dan Retribusi Daerah. Kalau tidak disahkan dalaln waktu 

92 Syaukani, Affan Gaffar dan Ryas Rasyid, Otoizoii~i Daei-alr clalani Negai-a Kesatr~an, op., 
cit., ... hlni. 153-1 54. 

93 Agussalim Andi Gadjong, Pei~ierintolioii Duel-ah; Kajian Politik daii H~lkl~ni ,  op., cit., ... hlm. 
263. 



tiga bulan, dengan sendirinya dapat diberlakukan. Nainun, peinerintah dapat 

inemperpanjangnya untuk jangka waktu tiga bulan lagi untuk dapat 

inengesahkannya. Ini adalah bentuk pengwasan yang bersifat preventif (Pasal 69). 

Kenyataannya, Peinerintah Daerah hainpir tidak lnelniliki kekuatan untuk 

menghadapi Pemerintah, tel-utaina Departeinen Dalain Negeri. Untuk mengurus 

"pengesahan" Peraturan Daerah inaka pejabat Daerah hams ke Jakarta dan 

mengurusnya. Dan untuk pengurusan tersebut tentu saja diperlukan dana. 

Pengawasan represif diwujudkan dengan lnembatalkan sebuah peraturan 

Daerah yang dianggap bertentangan dengan kepentingan uilluin dan bertentangan 

dengan peraturan perundangan yang ada serta Peraturan Daerah yang lebih tinggi 

tingkatannya. Deinikian juga dengan pembatalan Keputusan Kepala Daerah 

Tingkat 11. Yang menarik adalah bahwa Menteri Dalain Negeri dapat mengainbil 

alih tugas dan kewenangan Gubemtir kalau pejabat yang terakhir tidak inenjalankan 

tugasnya (Pasal 70 ayat 2) untuk meinbatalkan atau menangguhkan Peraturan 

Daerah ataupun Keputusan Kepala Daerah Tingkat 11. 

Seinentara itu, pengawasan uinuin langsung dijalankan oleh Menteri dalain 

Negeri atau pejabat yang ditunjuknya (Pasal 71). Ini dilaksanakan langsung oleh 

Inspekloral Jenderal di Depai-temen Dalam Negeri. Lealbaga ini sebenamya Lidak 

inelakukan pengawasan, tetapi sebenamya melakukan peineriksaan. Lembaga ini 

juga akan inenentukan nasib seorang Kepala Daerah yang sedang menjabat, yang 

keinudian ineinpunyai kehendak untuk inenjabat keinbali. Biasanya, pada masa 

akhir jabatan kepala Dearah, TIM dari Departemen Dalain Negeii, terutama dari 

Inspektorat Jenderal akan -'turun2' ke Daerah untuk meineriksa apakah Kepala 



Daerah tersebut telah menjalankan -. tugasnya dengan baik. Dalam rangka 

memperoleh penilaian yang sangat positif, Kepala Daerah akan inemberikan 

pelayanan yang terbaik kepada anggota TIM yang lnelakukan isnpeksi pada lnasa 

akhir jabatan. Jabatan Inspektorat Jenderal beserta seluruh jajarannya pada masa 

peinenntahan Orde Baru merupakan jabatan yang sangat "basah" dibandingkan 

misalnya dengan jabatan eselon satu lainnya selain Dijen PUOD dan Sekrterais 

Jenederal di Departemen Dalain Negeri. Tentu saja, proses ini berlaku juga untuk 

Jabatan di Propinsi yang ineiniliki kewenangan terhadap Daerah Tingkat 11, di 

inana biasanya dilaksanakan oleh Inspektorat Wilayah Propinsi (IRWIL-PROP) 

yang sebenarnya merupakan kepanjangan tangan dan aparat Pusat di ~ a e r a h . ~ ~  

Berdasarkan hubungan antara rejim pemerintahan dan kebijakan dasar 

pembuatan undang-undang, keberadaan UU 511 974 inengisyaratkan politik hukum 

pemerintah yang mempunyai kecenderungan ke arah politik sentralisasi yang 

diwujudkan melalui pelaksanaan asas dekonsentrasi yang lebih menonjol daripada 

asas desentralisasi. Di samping itu, telah nyata dalam perubahan susunan 

pemerintahan daerah yang mendukung penguatan kedudukan kepala daerah sebagai 

alat pemerintah pusat, yang diikuti oleh kewenangan yang dimiliki untuk 

melakukan kontrol atau pengawasan, yang jelas membawa pengaruh besar terhadap 

kemandirian daerah di dalam mengatur dan mengurus ruinah t a r ~ ~ ~ a n ~ a . ~ '  

94 Syaukani, Affan Gaffar dan Ryas Rasyid, Otonomi Duel-ah dalanl Negara Kesatz~an, op., 
cit. ... hlm. 156-1 57. 

95 Agussalim Andi Gadjong, Pemerintahan Daerah; Kajian Politik dun Hzrklm7, op., cit., hlm. 296. 



2. Kelahivn Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah 

Kehendak untuk melakukan pembaharuan dalam kehidupan politik nasional 

tarnpaknya merupakan sebuah kebutuhan yang tidak dapat dinafikan oleh siapapun 

dalam situasi di mana inasyarakat sedang mengalanli etphoi-iu terhadap perubahan. 

Dalam ha1 penyelenggaraan peinerintahan daerah juga tarnpaknya demikian. Usaha 

untuk melakukan pembaharuan politik yang secara serius dan sadar telah dilakukan 

pemerintah di bawah Presiden Habibie dengan melakukan perubahan terhadap 

sejurnlah undang-undang politik. Selain itu, salah satu agenda reformasi nasional 

yang dicanangkan oleh pemerintah Habibie adalah yang menyangkut Desentralisasi 

dan Otonomi Daerah yang baru. Seinangat ini telah diteriina oleh Dewan 

Penvakilan Rakyat dan kemudian menjadi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 

tentang Otonomi Daerah.' 

Sebagai bangsa yang berupaya untuk cerdas, maka dalam kesempatan 

reformasi tersebut ada upaya keberanian untuk mengubah pola hubungan pusat- 

daerah yang sentralistik menjadi pola hubungan yang bersifat kemitraan dan 

desentralistik. Dengan UU itu, ada upaya meninggalkan paradigma pembangunan 

sebagai acuan kerja pemerintahan. Pembangunan yang telah disakralkan oleh 

pemerintahan sebelurnnya telah melahirkan banyak korban pembangunan. 

Pengambilalihan secara sepihak terhadap rakyat atas tanah inereka dengan dalih 

untuk pembangunan adalah contoh ytang sangat nyata. Ini te rjadi baik dalam kasus 

penggusuran berskala kecil untuk pembangunan sebuah pasar, misalnya, maupun 

untuk yang bersakala besar, yang seringkali disebut sebagai beclol desa untuk 



pembangunan waduk. Oleh karena itu, demi mengembalikan harga din rakyat dan 

demi membangun kembali citra pemerintahan sebagai pelayanan yang adil, inaka 

ada upaya menggunakan paradigma pelayanan dan pemberdayaan. Ini tidak berarti 

bahwa pemerintah sudah tidak lagi inemiliki komitmen peinbangunan, tetapi 

mendudukkan tugas pembangunan itu di atas landasan nilai pelayanan. Artinya, 

tidak ada lagi kebijakan pembangunan yang mengandung nilai ketidakadilan dan 

yang bersifat mematikan kreatifitas masyarakat. Kebijakan semacam itu jelas 

bertentangan dengan komitmen pelayanan dan pemberdayaan. Tujuan utama dari 

kebijakan desentralisasi tahun 1999 itu adalah, di satu pihak, meinbebaskan 

pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam inenangani urusan 

domestik sehingga ia berkesempatan inempelajari, inemahami, inengambil respon 

berbabagi kecenderungan global dan mengambil manfaat darinya. Pada saat yang 

sama, peinerintah pusat diharapkan lebih marnpu berkonsentrasi pada perumusan 

kebijakan nasional yang bersifat strategis. Di lain pihak, dengan desentralisasi 

kewenangan pemerintahan ke daerah, maka daerah akan mengalami proses 

pemberdayaan yang signifikan. Kemampuan prakarsa dan kreatifitas mereka akan 

te~pacu, sehingga kapabilitasnya dalam mengatasi berbagai masalah domestik akan 

semakin kuat. Desentralisasi merupakan simbol adanya trus (kepercayaan) dari 

pemerintah pusat kepada daerah. Ini akan dengan sendirinya mengembalikan harga 

din pemerintah dan masyarakat daerah. Kalau dalam sistein yang sentralistik 

mereka tidak hisa berbuat banyak dalam mengatasi berbagai masalah dalam sistem 

Otonomi ini, mereka ditantang untuk secara kreatif menemukan solusi-solusi dari 

berbagai masalah yang dihadapi.96 

96 Syaukani, Affan Gaffar dan Ryas Rasyid, Otononli Daerah dalarn Negara Kesatrtan, op., 
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-. Mengenai mengembalikan harga diri pemerintah bisa dicontohkan dengan ha1 

sebagai berikut. Di masa lalu, banyak masalah terjadi di daearh yang tidak 

tertangani secara baik karena keterbatasan wewenang pemerintah daerah di bidang 

itu. Ini berkenaan dengan antara lain konflik pertanahan, kebakaran hutan, 

pengelolaan pertambangan, perizinan investasi, kerusakan lingkungan, alokasi 

anggaran dari dana subsidi pelnerintah pusat, penetapan prioritas pembangunan, 

penyusunan organsiasi pemerintahan yang sesuai kebutuhan daerah, pengangkatan 

dalam jabatan struktural, perubahan batas wilayah administrasi, pembentukan 

kecamatan, kelurahan dan desa, serta pemilihan kepala daerah. 

Sekarang, dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah, kewenangan itu didesentralisakan ke daerah. Artinya, 

pemerintah dan masyarakat di daearh dipersilahkan mengurus nunah tangganya 

sendiri secara bertanggungjawab.. Pemerintah pusat tidak lagi mendominasi mereka. 

Peran pemerintah pusat dalam konteks desentralisasi ini adalah melakukan 

supervisi, memantau, mengawasi dan inengevalusai pelaksanaan otonomi daerah. 

Peran ini tidak ringan, tetapi juga tidak membebani daerah secara berlebihan. 

UU ini telah membawa kehidupan baru dalarn penyelenggaraan pemerintahan 

daerah. UU tersebut memandang penyelenggaraan pemerintahan, terutarna 

pemerintahan di daerah dengan sebuah cara pandang yang baru sama sekali. 

Katakanlah, sebuah paradigma baru telah diperkenalkan, yang berbeda dengan apa 

yang telah lama diperlakukan oleh para penyelenggara negara sebelumnya, 

terutarna yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang 

cir .... hlm. 171-172. 
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-. 
Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Semangat yang dibangun oleh Undang-undang 

Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut: 

Pertama, penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan 

memperhatikan aspek demokrasi, demokratisasi, keadilan, pemerataan sel-ta potensi 

dan keanekaragaman daerahg7. Semangat ini diperlihatkan dalaln dua ha1 utama, 

yaitu nlengenai rekrutmen pejabat pemerintah daerah dan inenyangkut proses 

legislasi daerah. Yang menyangkut rekrutmen pejabat di daerah, UU yang baru ini 

memberikan kewenangan sepenuhnya kepada masyarakat di daerah, lnelalui DPRD 

baik propinsi ataupun di Kabupaten dan Kota. Tidak ada lagi calnpur tangan 

pemerintah pusat lnelalui Departemen Dalaln Negeri, Mensesneg dan Panglima 

TNI. Siapa yang akan menjadi GubelnurIWakil Gubernur, Bupatilllakil Bupati, 

WalikotaIWakil Walikota sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat di daerah 

untuk menetukannya. Jelas ini merupakan sesuatu yang baru sekali dan s~kaligus 

usaha untuk memberdayakan masyarakat di daerah. Diharapkan dengan lnekanisme 

yang baru ini maka masyarakat di daerah lebih melniliki kepercayaan dan 

memberikan dukungan yang kuat kepada para pemimpinnya, terutama 

GubemurIWakil Gubernur, BupatiIWakil Bupati, WalikotdWakil Walikota, karma 

pejabat tersebut merupakan figur-figur yang mereka pilih sendiri dan mereka 

percayakan untuk menyelenggarakan pemerintah di lingkungan mereka. 

Dalam ha1 proses legislasi dan regulasi daerah, terjadi pula perubahan yang 

sangat menonjol. Senlua peraturan daerah yang dikeluarkan oleh Pelnerintah 

Propinsi, Kabupaten dan Kota tidak lagi hams disyahkan oleh Pelnerintah Pusat 

97 Ni'matul Huda, Hzrklrnl Tata Negara Indonesia (Jakarta: RajaGraf ndo Persada, 2006): him. 
337. 



melalui Departemen Dala Negeri RI. Begitu DPRD menyetujui sebuah rancangan 

PERDA dan GubernurIWakil Gubernur, Bupati~Wakil Bupati, WalikotaJWakil 

Walikota mengesahkannya inaka dengan sendirinya n~enjadi PERDA, tidak lagi 

menunggu pengesahan dari Jakarta. Jelas ini berbeda saina sekali dengan 

mekanisme yang diberlakukan sebelumnya inelalui Undang-undang Nolnor 5 

Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pe~nerintahan ~ a e r a h . ~ ~  

Kedua, Undang-undang ini meinpunyai semangat mendekatkan pemerintah 

dengan rakyat. Salah satu yang sangat inenonjol dari UU yang baru ini adalah titik 

berat otonoini daerah diletakkan kepada ~ a e r a h  Kabupaten dan Kota, bukan kepada 

Daerah Propinsi. Dengan demikian, diharapkan pelayanan dan perlindungan yang 

diberikan kepada rakyat dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Tentu saja yang 

hams diantisasipi adalah adanya kenyataan bahwa tidak semua Daerah Kabupaten 

dan kota Memiliki potensi ekonoini dan sosial yang sama dan meiniliki basis yang 

kuat. 

Ketiga, UU ini mempunyai semangat sistem otonomi luas dan nyata. Kalau 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 

menganut sistem Otonomi yang nyuta, dinu~nis dun bel-tunggtlngjuwub, maka 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah inenganut 

sistem otononzi luas dun nyutu. Dengan sisteln ini, Peinerintah Daerah benvenang 

untuk melakukan apa saja yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan, 

kecuali lima ha1 yaitu yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan (1) politik 

98 Syaukani, Affan Gaffar dan Ryas Rasyid, Otononli Daerah dalanl Negara Kesatlran ... hlm. 185- 
186. 
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luar negeri, (2) pertahanan dan kemanan negara, (3) moneter, (4) sistem peradilan, 

dan (5) agama.99 

3. Kelahiran Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah 

Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia tak pernah sepi dari gejolak. Sejak 

dilaksanakan UU Otonomi Daerah pada Januari 2001, banyak komentar yang 

bennunculan baik yang pro dan kontra. Di satu sisi, Daerah sebagai pelaksana UU 

tersebut mengaku tidak masalah dengan keberadaan Undang-undang Nomor 22 

Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, tetapi di lain pihak pemerintah dan 

sebagian kalangan berpendapat bahwa UU otonomi daerah tersebut menimbulkan 

banyak persoalan di daerah yang justru timbul sebagai buah dari UU otonomi 

daerah itu sendin 

Otonomi daerah yang dijalankan hanya menghasilkan penyakit lama yang 

diperbaharui seperti berpindahnya KKN ke daerah, inunculnya raja-raja baru, 

ekonomi biaya tinggi dan menguatnya primordialisme, sehingga dikhawatirkan 

menimbulkan disintegrasi bangsa dan mengancam keutuhan NKRI"'. 

Karena banyaknya pennasalahan di atas, pemerintah merasa perlu agar 

pelaksanaan otonomi daerah perlu ditata kembali. Muncullah inisiatif untuk 

melakukan revisi terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah. Wacana untuk merevisi Undang-undang Nomor 22 Tahun 

99 Agussalim Andi Gadjong, Pemerintahan Daerah; Kajian Politik don Hukunl (Bogor: Ghalia 
Indonesia, 2007), 164. 

'0° Tim Peneliti Aliansi Masyarakat Sipil untuk Dernokl-asi, Konteks Historis Perttbakan Undang- 
zlndang Penierintahan Daerah dari UU No. 22/1999 nlenjadi UU No.32/2004 (Jakarta: Kerjasama 
Yappika, Partnership Kemitraan dan Uni Eropa, 2006), hlm. 3. 



1999 tentang Pemerintahan Daerah sebenamya telah berlangsung sejak 

pertengahan tahun 2002-an, namun baru menguat di perbincangan publik pada awal 

tahun 2004 setelah ada persetujuan dari DPR untuk inelakukan upaya revisi 

tersebut. 

Akhirnya, pada bulan Oktober 2004, menjelang berakhirnya kekuasaan 

pemerintahan Presiden Megawati, pemerintah bersama-saina DPR inenyepakati 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai UU 

di bidang pemerintahan daerah yang baru menggantikan Undang-undang Noinor 22 

Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. UU ini kemudian menjadi sandaran 

makro bagi penerapan kebijakan desentralisasi pemerintah kepada daerah hingga 

sekarang. Memang, pada satu sisi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah secara mendasar telah inenjadi tonggak deinokratisasi lokal 

dengan adanya sistem pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada 

Langsung). Namun demikian, dalam proses penyusunan UU, kita tidak bisa 

menafikan banyaknya kepentingan politik serta proses legislasinya yang belum 

tuntas sehingga banyak ha1 substantif dalarn U U  ini bersifat multitafsir dan menjadi 

celah terhadap praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah yang antidemokrasi. 

Dalarn banyak kesempatan, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah dipandang sebagai pintu masuk kembalinya peran 

pemerintah pusat secara signifikan dalam proses penyelenggaraan peinerintahan 

daerah (resentralisasi). 



Baru setahun setelah UU ini diimplementasikan'O', pada tahun 2002 telah 

inulai ada pemikiran dari Pemerintah Megawati untuk melakukan perubahan atas 

UU yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah ini. Saat itu, dalain 

sebuah seminar di Jakarta diinana Presiden Megawati menjadi keynote speuker, 

dengan sangat tegas ia inengatakan bahwa Undang-undang Noinor 22 Tahun 1999 

tentang Pemerintahan Daerah perlu dirubah karena sejumlah permasalahan seperti 

kewenangan provinsi yang tidak jelas. Ia lalu inenunjuk sejumlah kasus diinana 

terdapat rapat koordinasi di tingkat pi-ovinsi, tetapi bupatilwalikota inenolak untuk 

hadir. Kasus-kasus tersebut kemudian dijadikan bukti oleh Pemerintah bahwa 

pelaksanaan otonoini daerah sudah "kebabla~an."'~" 

Tetapi saat itu, ide untuk melakukan perubahan Undang-undang Noinor 22 

Tahun 1999 tentang Pemenntahan Daerah tersebut ditolak banyak pihak: 

masyarakat, asosiasi-asosiasi peinenntahan daerah, bahkan t epasuk  fraksi-fraksi 

di DPR. Perbincangan mengenai revisi Undang-undang Noinor 22 Tahun 1999 

tentang Pemerintahan Daerah kembali menghangat pada kuartal terakhir tahun 

2003. Sikap dan pandangan pro-kontra pun keinbali terjadi, kendati dengan skala 

yang lebih moderat dengan adanya aturan baru ketatanegaraan seperti pemilihan 

langsung presiden dan wakjl presiden. Selain itu juga karena tekanan publik yang 

semakin keras terhadap praktik-praktik buruk yang terjadi dalam pengelolaan 

pemerintahan daerah -baik di leinbaga legislatjf maupun eksekutif. 

l o '  Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan efektif 
berlaku 1 Januari 2001. 
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Pihak-pillak yarig menentang -terutama berasal dari daerah-daerah 

kabupatedkota, menilai bahwa wajar jika pelaksanaan otonolni daerah lnasih 

terdapat kekurangan di sana-sini. Sebab, ilnplenlentasi UU ini setelah lnelalui tahap 

transisi (1 999-2001) yang baru berjalan tiga tahun, saat itu tengah lnenginjak tahap 

instalasi (2002-2003). Mereka berpandangan bahwa konsolidasi baru terjadi pada 

tahun 2004-2007. Setelah tahap terakhir itulah evaluasi terhadap otonolni daerah 

baru dapat dilakukan, dan jika kelnudian dalaln evaluasi tersebut inemerlukan 

penyempurnaan guna pelaksanaan otonorni dael-ah, daerah pun lnenyainbut baik.lo3 

Pada akhirnya, perubahan terhadap Undang-undang Nolnor 22 Tahun 1999 

tentang Pemenntahan Daerah berhasil dilakukan dengan alasan hukuln yang sangat 

logis. Beberapa kebijakan dasar yang melatarbelakangi kelahiran Undang-undang 

Nolnor 32 Tahun 2004 tentang Pelnerintahan Daerah adalal~ sebagai berikut: 

Pertains, secara nonnatif, Undang-undang Nolnor 22 Tahun 1999 tentang 

Peinerintahan Daerah perlu direvisi karena sandaran konstitusionalnya telah 

berubah. Sebagaiinana diketahui, Sidang Tahunan MPR RI pada tanggal 10 

Agustus 2002 telah lnenghasilkan perubahan keelnpat konstitusi Negara. Salah satu 

perubahan tersebut terkait d e n ~ a n  Prrsrrl 18 tentang Pemerintohan Dacrah. Dalain 

naskah UUD 191 5 hasil amandemen, kctcntuan Pasal 18 tclah lnengalanli 

penjabaran lebih detil dari naskah aslinya dengan menyebutkan sejumlah prinsip- 

prinsip otono~ni bagi penyelenggaraan pemenntahan daerah.lO' Dengan demikian, 

revisi tel-hadap Undang-undang No~nor 22 Tahun 1999 tentang Pemenntahan 

I02 Lihat Tarik UIz11, Re\.isi UU Ototiotni Daei.aIi, Laporan Utama FOI.LII?I Keudilc111, Edisi No. 32,  4 
Januari 2004. hlm. 33. 

'04 Sebagai perbandingan, Pasa! 18 dalarn naskah asli U U D  1945 hanya terdiri dari 1 (satu) pasal, 
setelah melalui perubahan keempat berubah menjadi 3 (tiga) pasal dan 1 1  (scbclas) ayat ketentuan. 



Daerah merupakan konsekuensi dari perubahan konstitusi tersebut. Undang- 

undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Peinerintahan Daerah didasarkan pada 

UUD 45 sebelum amandemen, seinentara penggantinya Undang-undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah didasarkan pada format konstitusi hasil 

amandemen. Sebelumnya, MPR telah pula menetapkan rekoinendasi berkaitan 

penyelenggaraan otonomi daerah inelalui Tap MPR No. IV Tahun 2000, dan 

keinudian diperkuat kembali melalui Tap MPR No. VI Tahun 2002."~ Perubahan 

pada aras konstitusi dan amanat ketetapan MPR inilah yang menjadi dasar normatif 

bagi pemerintah dan DPR untuk merevisi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 

tentang Peinerintahan Daerah. 

Kedua, adanya pandangan dari pemerintah terhadap jalannya otonoini daerah 

berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 

yang tidak terkontrol dan inengarah pada terbentuknya oligarki kekuasaan di daerah 

sehingga membahayakan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. 

Fenomena otonomi daerah yang kebablasan ini pun kemudian berkembang 

menjadi dalih yang justru lebih "populer" ketiinbang alasan normatif lainnya. 

Dalam pandangan pemerintah, pelaksanaan otonomi yang didasarkan pada Undang- 

undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menimbulkan 

sejuinlah ekses yang tidak inenguntungkan dan oleh karena itu perlu ditata kembali. 

Menurut Made Suwandi, Direktur Urusan Pemerintahan Daerah Depdagri, Undang- 

undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah merupakan paradoks 

dari UU pemerintahan daerah yang berlaku sebelurnnya (Undang-undang Nomor 5 

lo' Lihat Tap MPR No. IV Tahun 2000 dan Tap MPR No. VI Tahun 2002 tentang Rekornendasi 
tentang Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. 



Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah) dan memunculkan 

perubahan yang luar biasa. Dilihat dari elemen dasar pemerintahan, berbagai urusan 

yang semula urusan pemerintah pusat tiba-tiba dibawa ke daerah semua seperti 

urusan kelembagaan, personil, keuangan, hubungan antara DPRD dengan kepala 

daerah. Perubahan-perubahan ini bersifat drastis, seinentara kesiapan untuk 

menainpung perubahan itu tidak ada. 

Kondisi di atas meniinbulkan kegamangan di kedua belah pihak: pemerintah 

pusat dan daerah. Di satu sisi, peinerintah pusat gainang karena kewenangannya 

diambil secara tiba-tiba, di sisi lain daerah juga gainang karena tiba-tiba 

tanggungjawab kewenangannya menjadi besar sekali. Akibatnya, bukannya terjadi 

inkorporasi dalam pelaksanaan otonomi -hand in hancl, antara pusat dengan daerah, 

tetapi malah terj adi hubungan yang diametrik. Pusat merasa kewenangannya 

diainbil dan lupa melakukan supervisi dan fasilitasi, sementara daerah juga merasa 

bahwa pusat bersikap setengah hati. Ibarat kepalanya di lepas ekornya dipegang. 

Akhirnya, pelaksanaan otonomi di daerah pun jalan sendiri-sendiri. Menurut Made, 

Dirjen Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri, Yang paling parah adalah UU 

sektor. Semuanya beluin direfonnasi sesuai dengan jiwa otonomi. UU otonominya 

mengatakan hams didesentralisasikan, sementara UU sektornya mengatakan tidak 

desentralisasi sehingga menyebabkan tabrakan dan terjadi rebutan kewenangan. '06  
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B. Kelebihan dan Kelemahan Desentralisasi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah dalam Sejarah NKRI 

Sub bagian ini membahas mengenai design teknis penyelenggaraan 

pemerintahan daerah yang (pernah dan sekarang) berlaku di NKRI. Dalam asumsi 

sementara, penulis menemukan bahwa bila di satu sisi suatu undang-undang 

pemerintahan daerah mengkonstruksi design kewenangan pemerintahan daerah 

kabupatedkota yang terlalu h a t ,  maka di sisi lain undang-undang ini mempunyai 

kelemahan dalam mendesign kekuatan kesatuan pemerintahan daerah tersebut 

dalam bingkai NKRI. Begitupula sebaliknya, jika yang dikuatkan adalah kesatuan 

hTKRI, maka yang dilemahkan adalah kewenangan pemerintahan Daerah 

KabupatedKota. Oleh sebab itu, bagian ini menghasilkan analisis apa kelebihan 

dan kekurangan yang diiniliki setiap undang-undang di atas dalam 

menyeimbangkan kekuatan pemerintahan daerah dan kekuatan kesatuan 

pemerintahan daerah dalam bingkai NKRI. 

1. Muatan Desentralisasi dalam Undang-undang Nomor 5 

Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 

UU ini mengatur tentang pelaksanaan otonomi daerah. Secara tertulis: 

pelaksanaannya ditekankan pada kabupatedkota. Akan tetapi, pada pelaksanaanya, 

tetaplah provinsi yang lebih dominan. Wilayah negara dibagi ke dalam daerah besar 

dan kecil yang bersifat otonom atau administratif saja. Sekalipun tidak ada 

perbedaan yang tegas antara Daerah Otonom dengan Daerah Adrnnistratif, tetapi 

kenyataannya sebuah wilayah pemerintahan mempunyai dua kedudukan sekaligus, 



yaitu sebagai Daerah Otonom yang berpeinerintahan sendiri dan sebagaiwilayah 

Administratif yang lnerupakan representasi kepentingan Peinerintah Pusat yang ada 

di daerah. Prinsip ini diwujudkan sebagai refleksi dari prinsip dekonsentrasi yang 

diselenggarakan sekakigus dengan desentralisasi. 

Oleh sebab itu, peinei-intahan daerah diselenggarakan secara bertingkat, yaitu 

Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat I1 sebagai daerah otonom, dan kemudian 

Wilayah Administratif berupa Propinsi dan KabupatenIKotainadya. Daerah 

otonom tingkat yang lebih tinggi berhak ~neinberikan pengawasan terhadap Daerah 

.yang lebih rendah. Hubungan antara Daerah Tingkat I dengan tingkat I1 bersifat 

hirarkis di dalam hampir seinua aspek peinerintahan, terutama yang menyangkut 

kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif. 

Pasal 3 Undang-undang Noinor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Peinerintahan Daerah menyatakan: 

(1) Dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dibentuk dan disusun 
daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat 11. 

(2) Perkembangan dan pengembangan otonomi selanjutnya didasarkan pada 
kondisi politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keainanan Nasional. 

Pasal 72 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Peinerintahan Daerah menyatakan: 

(1) Dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi, Wilayah Negara Kesatuan 
Kepublik lndonesia dibagi dalain Wilayah-wilayah Propinsi dan Ibukota Negara. 

(2) Wilayah Propinsi dibagi dala~n Wilayah-wilayah Kebupaten dan 
Kotainadya. 

(3) Wilayah Kabupaten dan Kotainadya dibagi dalain Wilayah-wilayah 
Kecamatan. 

(4) Apabila dipandang perlu sesuai dengan pertumbuhan dan 
perkembangannya, dalarri Wilayah Kabupaten dapat dibentuk Kota Adininistratip 
yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 

Dalam pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Peinerintahan Daerah dinyatakan pula bahwa Titik Berat Otonomi Daerah 
diletakkan pada Daerah Tingkat 11. Ditempat lain dalanl Pasal 2 dan 3 PP Nomor 45 



Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Oton-olni Daerah 
Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat 11 menyatakan bahwa; Pasal 2, Titik berat 
otonoini Daerah pada Daerah Tingkat I1 dilaksanakan dengan inenyerahkan 
sebagian besar urusan pemerintahan oleh Peinerintah dan atau Peinerintah Daerah 
Tingkat I kepada Pemerintah Daerah Tingkat I1 secara bertahap dan berkelanjutan; 
dan Pasal 3, (1) Penyerahan sebagian urusan pemerintahan sebagaiinana dimaksud 
dalam Pasal 2, didasarkan pada hasil penelitian dan penilaian tei-hadap faktor-faktor 
yang inempengaruhi tingkat keinainpuan, keadaan dan kebutuhan Daerah setelah 
inendengar pertimbangan Menteri atau Piinpinan Leinbaga Pemerintah non 
Departemen, Pemerintah Daerah Tingkat I, dan Peinerintah Daerah Tingkat I1 yang 
bersangkutan, serta pendapat Dewan Pertiinbangan Otonoini Daerah, dan (2) 
Pelaksanaan penelitian dan penelitian sebagaimana dimaksud dalaln ayat 91) diatur 
lebih lanjut oleh Menteri Dalalln Negeii. 

Akan tetapi, keberadaan pasal ini sama sekali tidak ada artinya karena 

adanya sistem otonomi yang bersifat hirarkis itu sendiri dan adanya pembagian 

wilayah otonom dan administratif. Apalagi DPRD yang merupakan lembaga 

legislasi di Daerah dan yang inenjadi penjelmaan kepentingan inasyarakat Daerah 

meinainkan peranan yang sangat minimal dengan sisteln yang hirarkis ini. Jadi 

sebenamya, UU ini mengandung prinsip-prinsip yang bertentangan antara satu 

dengan yang lainnya. Dengan adanya DPRD maka diharapkan demokrasi dapat 

diwujudkan, tetapi dengan sistem otonomi yang bertingkat dan hirarkis dengan 

sendirinya akan menafikan demokrasi itu sendiri. Belum lagi peranan-peranan yang 

dimainkan oleh Pemerintah di Jakarta sebagai eksesesif atau berlebih-lebihan. 

Dewan penvakilan rakyat Daerah baik Tingkat I maupun Tingkat TI dan 

I<ntamadyz ~nempakan Sagian dari Pemerintzh Daerah. Hal i tu din yatakan dengan 

jelas dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok- 

pokok Pemerintahan Daerah yang berbunyi Pemerintah Daerah adalah Kepala 

Daerah dan Dewan Penvakilan Rakyat Daerah. Prinsip ini baru pertama kali dalam 



sejarah perjalanan pemerintahan daerah di Indonesia karena umurnnya DPRD 

terpisah dari Pemerintah Daerah. Memang UU ini tidak memberikan tempat yang 

terhormat bagi DPRD dan ha1 itu memperlihatkan dengan lemahnya kemandirian 

sebuah lembaga legislatif yang, seharusnya inenjadi pilar utama bagi deinokrasi 

pada suatu peinerintahan negara. Seinua Peraturan Daerah yang telah dibuat oleh 

DPRD hams disyahkan oleh pejabat yang benvenang (Pasal28), yang dalam ha1 ini 

Meneteri Dalam Negeri untuk Perda Tingkat I dan gubernur1Kepala daerah Tingkat 

I untuk Perda yang dibuat oleh DPRD Tingkat 11. 

Peranan menteri dalam negeri dalam penyelenggraan pemerintahan daerah 

dapat dikatakan sangat bersifat eksesif atau berlebihan-lebihan yang diwujudkan 

dengan melakukan pembinaan langsung terhadap Daerah. Hal itu diperlihatkan 

dalam Pasal 67 dari UU tersebut yang menyatakan "Menteri Dalam Negeri 

melaksanaan Pembinaan dalam rangka inenyelenggarakan pemerintahan Daerah 

untuk mencapai hasil guna yang sebesar-besamya, baik mengenai urusan nunah 

tangga Daerah maupun mengenai urusan tugas pembantuan." Jelas ini merupakan 

suatu pengebirian yang sangat mencolok dari makna otonoini dan desentralisasi 

dalam kehidupan politik dan pemerintahan daerah. Menteri Dalam Negeri dapat 

melakukan apa saja dalam menafikan kebijaksanaan Daerah yang dianggap dan 

dirasakan olehnya dalam rangka peningkatan hasil guna dalam pemerintahan. hi 

juga merupakan penvujudan yang sangat konkrit dari dominannya sentralisasi 

dalarn penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia masa pemerintahan Orde 

Baru yang berjalan selama tiuga puluh tahun lebih, sekalipun UU ini baru berlaku 

pada tahun 1974. Istilah pembinaan ini dapat bermakna apa saja sesuai dengan 



interpretasi Menteri Dalam Negeri pada suatu kurun waktu tertentu yang pada 

akhirnya menafikan hak dari inasyarakat di Daerah. Hal itu inenjadi bertainbah 

kompleks lagi dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 

yang dikategorikan ke dalam pengawasan Preventif, Represif dan pengawasan 

Umum yang juga dapat dimanipulasi atas nama kepentingan pemerintah Pusat di 

Jakarta. 

Undang-undang ini memberikan tempat yang sangat terhormat dan sangat 

kuat kepada Kepala Wilayah Ketimbang kepala Dearah. Negara Indonesia, di 

samping terdiri dari Daerah Otonomo juga terdiri dari Wilayah Administratif. 

Daerah Otonom dipimpin oleh Kepala Daerah Tingkat I dan Kepala Daerah 

Tingkat 11, sementara itu untuk wilayah Adinnistratif diberi naina Propinsi yang 

dipimpin oleh seormg Gubernur. Kemudian Propinsi dibagi habis ke dalam 

Kabupaten dan Kotaya yang dipimpin oleh Bupati dan Walikota, selain itu, 
. <- 

Kabupaten dan Kotamadya dibagi pula ke dalam kecamatan-kecamatan yang 

dipimpin oleh camat. Seorang kepala wilayah merupakan aparat pemerintahan 

Pusat yang ada di Daerah, yang merupakan representasi dari seinua kepentingan 

Pusat di Daerah. Aparat ini bertmggungjawab sepenuhnya kepada Presiden melalui 

Menteri dalam negeri untuk Gubernur, sedangkan Bupati dan Walikota 

bertanggungjawab kepada Gubernur (Pasal 78). Dengan demikian, pejabat 

pemerintahan yang merupakan kepala wilayah dapat menafikan keberadaan DPRD 

atas nama Pemerintah Pusat. 

Dinyatakan pula bahwa "Kepala Wilayah sebagai Kepala peinerintahan 

adalah Penguasa Tunggal di bidang pemerintahan dalam wilayahnya dalarn arti 



memimpin pemerintahan, mengkoordinasikan pe~nbangunan dan mernbina 

kehidupan masyarakat di segala bidang" (Pasal 80). Pasal ini menjadikan Gubernur, 

Bupati, walikota dan bahkan Camat merupakan penguasa yang salna sekali tidak 

terkontrol kekuasaannya kecuali oleh pejabat yang lebih tinggi tingkatannya. 

Kedudukan politik yang sangat besar bagi Kepala Wilayah ini ~nenjadikan elemen- 

elemen yang lain dalam sebuah pelnerintahan dapat ~nenafikan keberadaannya. 

Pasal 8 1 menguraikan secara terperinci kekuasaan Kepala Wilayah ini. Wewenang, 

tugas dan kewajiban Kepala Wilayah adalah: 

a. Membina ketentraman dan ketertiban di wilayahnya sesuai dengan 
kebijaksanan ketentraman dan ketertiban yang ditetapkan oleh Pemerintah; 

b. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan di bidang pembinaan ideologi, 
Negara dan politik dalarn Negeri serta pernbinaan kestuan Bangsa sesuai dengan 
kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah; 

c. Menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan-kegiatan Instansi Vertikal dan 
instansi-instansi Vertikal dengan Dinas-Dinas daerah, baik dalam perencanaan 

maupun dala~n pelaksanaan .untuk- ~nencapai daya guna dan hasil guna yang 
sebesar-besamya.; 

d. Membimbing dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah; 
e. Mengusahakan secara terus menerus agar segala peraturan perundang- 

undangan dan peraturan Daerah dijalankan oleh instansi-instansi Pemerintah dan 
peraturan Daerah serta pejabat-pejabat yang ditugaskan untuk itu serta mengambil 
segala tindakan yang dianggap perlu untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan 
pemerintah; 

f. Melakukan segala tugas pe~nerintahan yang dengan atau atas berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang diberikan kepadanya; 

g. Melaksanakan segala tugas pemerintah yang tidak termasuk dalam tugas 
pemerintah yang tidak termasuk dalanl tugas sesuatu instansi lainnya. 



2. Muatan Desentralisasi dalam Undang-undang Nomor 22 

Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 

Sebagai se~nangat untuk ~nengganti Undang-undang No~nor 5 Tahun 1974 

tentang Pokok-pokok Pelnerintahan Daerah, Inaka Undang-undang Nonlor 22 

Tahun 1999 tentang Pelnerintahan Daerah ~nelnpunyai design penyelenggaraan 

pelnerintahan daerah yang bertolak belakang dari Undang-undang Nolnor 5 

Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pelnerintahan Daerah. UU ini lnelakukan 

penyerahan sebanyak ~nungkin kewenangan pelnerintahan dalaln hubungan 

dolnestik kepada daerah. Kecuali untuk bidang keuangan dan moneter, poitik luar 

negeri, peradilan, pertanahan, kea~nanan serta beberapa bidang kebijakan 

peinerintahan yang bersifat strategis nasional, inaka pada dasarnya selnua bidang 

pelnerintahan yang lain dapat didesentralisasikan. 

Perbandingan yang sangat kelihatan adalah Undang-undang Nolnor 22 

Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tidak ~neinbagi daerah otonoln dan 

daerah adininistratif dalam satu daerah sekaligus. Sekarang jelas bahwa daerah 

otonnrn adalah KabupatenIKots, sedsngkan wilayah administratif adalah propinsi. 

Pasal 2 u;dang-undang Nonlor 22 Tahun 1999 tentang Pe~nerintahan 
Daerah menyatakan: 

1. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalaln Daerah 
Propinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota yang bersifat Otonom. 

2. Daerah Propinsi berkedudukan juga sebagai Wilayah Adnlinistrasi. 
Pasal 3 menyatakan: 
\Wilayah Daerah Propinsi, sebagai~nana di~naksud dala~n pasal 2 ayat (I), 

terdiri atas wilayah darat dan wilayah laut sejauh dua belas mil laut yang diukur 
dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan. 



Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 

inenyatakan bahwa daerah propinsi dan daerah kabupatenlkota tidak lagi 

mempunyai hubungan hierarki. Karenanya inasing-masing daerah secara otonoin 

mempunyai wewenang untuk: (1) merencanakan; (2) inelaksanakan; dan (3) 

mengawasi pembangunan di daerahnya. Dengan demikian pemerintah daerah 

kabupatedkota tidak lagi diatur dan tergantung kepada pemerintah daerah 

propinsi. Deinikian pula halnya dengan peinerintah propinsi tidak diatur dan 

tergantung pada pemerintah pusat, kecuali untuk tugas-tugas tertentu yang 

dilaksanakan dalam rangka dekonsentrasi dan pembantuan. Hubungan hierarki 

secara implisit sudah tidak ada lagi nainun demikian hubungan fungsional dan 

koordinatif masih tetap diperlukan dalam konteks persatuan dan kesatuan bangsa. 

Pasal 4 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Peinerintahan 
Daerah inenyatakan: 

1. Dalam rangka pelaksanaan asas Desentralisasi dibentuk dan disusun 
Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota yang berwenang mengatur 
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 
berdasarkan aspirasi masyarakat. 

2. Daerah-daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (I), masing-masing 
berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hirarki satu sama lain. 

Pengaturan tentang independensi daerah Kabupateflota ini menunjukkan 

adanya kontradiksi dengan semangat yang dibawa oleh Peraturan Peinerintah 

Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan 

Propinsi Sebagai Daerah Otonom. Padahal telah jelas bahwa Peraturan 

Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan 

Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom inengatur bahwa Propinsi 

mempunyai kewenangan dalam hal-ha1 yang bersifat lintas kabupaten. 



Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom menyatakan 

bahwa kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonoin inencakup kewenangan 

dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas KabupatenIKota serta 

kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu Iainnya, sebagaiinana dimaksud 

dalam Pasai 9, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah. 

Di samping dengan menguatnya kekuatan daerah kabupatenlkota, UU ini 

melakukan penguatan pada peran DPRD dalam pemilihan dan penetapan kepala 

daerah. DPRD tidak lagi menjadi bagian dari pemerintahan daerah. Pasal 18 ayat 

1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 

menyatakan bahwa bahwa tugas dan wewenang DPRD adalah: 

a. Memilih GubemurIWakil Gubernur, BupatiiWakil Bupati, 
WalikotdWakil Walikota. 

b. Memilih anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dari utusan daerah. 
c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian GubernurIWakil 

Gubernur, BupatiIWakil Bupati, WalikotdWakil Walikota. 
d. Bersamaan dengan GubernurIWakil Gubernur, BupatilWakil Bupati, 

WalikotalWakil Walikota membentuk peraturan daerah. 
e. Bersama GubernuriWakil Gubernur, BupatilWakil Bupati, 

WalikotdWakil Walikota menetapkan APBD, .- 
f. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan Peraturan 

perundang-undangan lain; pelaksanaan Keputusan Gubernur, Bupati, Walikota; 
pelaksanaan anggaran APBD; kebijakan Pemerintah Daerah; dan pelaksanaan 
ke rja sama internasional di daearh. 

g. Meiriberikan pendapat dan per-timbangan kepada Pen~eiintah terhadap 
rencana pe rjanjian internasional yang menyangkut kepentingan Daerah. 

h. Menampung dan meninandaklanjuti aspirasi daerah dan masyarakat. 



Kepala Daerah KabupatedKota bukan lagi menjadi kepanjangan tangan 

dari pemerintah pusat karena ia juga hams melakukan pertanggungjawaban 

kepada DPRD. Berbeda dengan Undang-undang Noinor 5 Tahun 1974 tentang 

Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, UU ini menyatakan bahwa DPRD bisa 

ineminta dan menolak Pertanggungjawaban Gubemur, Bupati, Walikota. Hal ini 

juga merupakan sesuatu yang dapat dikatakan baru dan bagian dari misi reformasi 

dari Undang-undang ini. Dapat pula kita katakan bahwa dengan klausul ini inaka 

kedudukan DPRD menjadi sangat kuat. 

Di samping kepada DPRD, dalain menjalankan tugasnya, Kepala Daerah 

wajib menyampaikan laporan atas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di 

wilayahnya kepada Presiden melalui Menteri Dalain Negeri. Untuk Bupati dan 

Walikota, laporan tersebut tembusannya juga wajib disampaikan kepada Gubernur 

yang menjadi Kepala dherah Propinsi. Laporan tersebut wajib disampaikan 

setahun sekali kepada Presiden (Pasal44, ayat 3). 

Kepala Daerah "Wajib" memberikan "laporan" tahunan kegiatannya kepada 

DPRD. Kepala Daerah juga "Wajib" memberikan pertanggungjawaban kepada 

DPRD pada setiap akhir tahun. "Wajib" pula menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban atas permintaan DPRD yang inenyangkut hal-ha1 tei-tentu. 

DPRD juga dapat menolak laporan pertanggungjawaban dari Kepala Daerah, baik 

yang menyangkut pertanggungjawaban penggunaan keuangan ataupun 

pertanggungjawaban atas kebijakan yang ditempuh oleh Kepala Daerah (Pasal 45 

ayat 1 dan ayat 2). 

Pasal 45 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Daerah menyatakan: 



-. (1) Kepala Daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada 
DPRD pada setiap akhir tahun anggaran. 

(2) Kepala Daerah wajib memberikan pertanggungjawaban kepada DPRD 
untuk ha1 tertentu atas pennintaan DPRD sebagairnana dimaksud dalaln Pasal 44 
ayat (2). 

Semakin hilangnya aroma kepanjangan tangan dari pernerintah pusat kepada 

kewenangan kepala daerah juga ditunjukkan dalam ha1 berikut ini. DPRD dapat 

~nengusulkan pemeberhentian Kepala Daerah kepada Presiden. Kalau laporan 

pertanggungjawaban yang disampaikan oleh kepala Daerah ditolak oleh DPRD, 

lnaka langkah pertanla yang hams ditempuh adalah Kepala Daerah hams 

rnelengkapi dadatau menyempurnakannya dalarn jangka waktu paling lama tiga 

puluh hari. Kalau ha1 itu sudah dilaksanakan maka hanis segera 

menyampaikannya kelnbali kepada DPRD. Tetapi jika sampai dua kali laporan 

pertanggungjawaban ditolak. oleh DPRD, . maka . DPRD dapat lnengusulkan 

pemberhentian Kepala Daerah yang bersangkutan kepada Presiden. Jika ha1 itu 

benar-benar terjadi, maka terserah Presiden untuk rnenilai dan menentukan sikap 

atas pertanggungjawaban Kepala Llaerah tersebut. Untuk lcbih jclasnya, dapat kita 

lihat dalam Pasal 46 1Jndang-undang Nolnor 22 Tahun 1999 tentang 

Pcmerintahan Daerah tersebut. 

(1) Kepala Daerah yang ditolak pertanggungjawabannya, sebagaimana 
dilnaksud dalam Pasal 45, baik pertanggungjawaban kebijakan pemerintahan 
lnaupun pertanggung-jawaban keuangan, hams lnelengkapi dadatau 
menyempumakannya dalaln jangka waktu paling Iana tiga puluh hari. 

(2) Kepala Daerah yang sudah melengkapi dadatau rnenyempumakan 
pertanggungjawabannya menyampaikan-nya kelnbali kepada DPRD, sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 

(3) Bagi Kepala Daerah yang pertanggungjawabannya ditolak untuk kedua 
kalinya, DPRD dapat mengusulkan pemberhentiannya kepada Presiden. 



-. (4) Tata cara, sebagaimana diinaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh 
Peinerintah. 

Untuk mengusulkan peinberhentian Kepala Daerah, sidang DPRD harus 

dihadiri oleg dua pertiga anggota DPRD dan harus pula disetujui oleh dua pertiga 

anggota DPRD yang hadir (Pasal 49). Namun deinikian, Kepala Daerah dapat 

diselamatkan oleh Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2000, yang menetapkan 

bahwa untuk menolak pertanggungjawaban Kepala daerah tidak hanya hams 

didukung oleh dua pertiga anggota DPRD, akan tetapi, juga harus didukung oleh 

seinua fraksi yang ada di DPRD. Dengan demikian, seorang Kepala Daerah cukup 

didukung oleh seinua fraksi untuk mempertahankan posisinya. 

3. Muatan Materi Desentralisasi dalam Undang-undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

Sayangnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah menganut paradigma yang saina dengan Undang-undang Noinor 22 Tahun 

1999 tentang Pemerintahan Daerah dalam hubungan propinsi dan kabupatedkota. 

UU ini belum secara tegas inengatur hubungan hirarki antara keduanya. UU ini 

sekedx melakukan penambahan yang lebih bagus mengenai wilayah adat. 

Pasal 2 Undang-undang Noinor 22 Tahun 1999 tentang Pernerintahan Daerah 
inenyat akan: 

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi 
dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing 
mempunyai pemerintahan daerah. 

(2) Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur dan 
mengurus sendiri urusan pemerintahan inenurut asas otonolni dan tugas pembatuan. 

(3) Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjalankan 
otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi umsan 



Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan 
umum, dan daya saing daerah. 

(4) Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan 
inemiliki hubungan dengan Pemerintah dan dengan pemerintahan daerah lainnya. 

(5) Hubungan sebagaiinana dimaksud pada ayat (4) ineliputi hubungan 
wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan 
sumber daya laimya. 

(6) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, 
dan sumber daya laimya dilaksanakan secara adil dan selaras. 

(7) Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umuin, pemanfaatan sumber 
daya alam dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan 
kewilayahan antar susunan pemerintahan. 

(8) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah 
yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. 

(9) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum 
adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Dalam rangka mengoptimalkan peran gubemur sebagai wakil Pemerintah 

Pusat, Undang-undang lVoinor 32 Tahun 2004 tentang Peinerintahan Daerah juga 

lebih memperkuat peranan Gubernur sebagai wakil Peinerintah Pusat di Daerah 

dengan dirincikan tugas, wewenang dan kewajiban yang bersifat "attributed" 

Pasal 37 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah menyatakan: 

(1) Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil 
Pemerintah di wilayah provinsi yang bersangkutan. 

(2) Dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Gubernur 
bertanggung jawab kepada Presiden. 

Pasal 38 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah menyatakan: 

(1) Gubernur dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 
memiliki tugas dan wewenang: 

a. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah 
kabupatenlKota; 

b. koordinasi penyelenggaraan urusan Pemerintah di daerah provinsi dan 
kabupatenlkota; 



c. koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan 
di daerah provinsi dan kabupatenikota. 

(2) Pendanaan tugas dan wewenang Gubemur sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dibebankan kepada APBN. 

(3) Kedudukan keuangan Gubemur sebagailnana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

(4) Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang Gubemur sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I)  diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 

pemerintah menempatkan gubemur di samping sebagai kepala daerah otonom juga 

menjadi wakil pemerintah pusat, sedangkan untuk kabupaten dan kota diberlakukan 

peran satu saja, yang artinya bupatil walikota hanya berkedudukan sebagai kepala 

daerah otonom. Bupatil walikota menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah tidak merangkap sebagai wakil pemerintah pusat 

Dalam pasal38 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah, Gubemur sebagai wakil pemerintah pusat memiliki peran peinbinaan dan 

pengawasan (Binwas) penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupatenl kota, 

koordinasi penyelenggaraan urusan Pemerintah di daerah kabupated kota, dan 

koordinasi Binwas penyelenggaraan tugas pebantuan di daerah provinsi dan 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah masih 

memosisikan provinsi sebagai daerah otonom sekaligus sebagai wilayah 

administrasi. Undsng-unclang No~xor 32 T&un 2004 tentang Fernerintahan Daerah 

mengharuskan provinsi menjadi penghubung antara kepentingan pusat dan daerah, 

juga mengharuskan daerah mengoptimalkan potensi sumberdayanya. Tetapi, 

ketidakjelasan posisi gubemur di antara pemerintah pusat dan pemerintah 



kabupatedkota dalam Undang-undang Noinor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah menjadi sumber konflik antarsusunan pemerintahan dan 

aparat. Di satu sisi, gubernur adalah wakil peinerintah pusat di daerah, dan di lain 

sisi, gubeinur adalah kepala daerah yang dipilih rakyat. 

Sebagai wakil pemerintah pusat, Gubernur hams inenjamin keterlaksanaan 

visi dan misi pemerintah pusat, terutama tugas-tugas pemerintahan uinuin seperti 

stabilitas dan integrasi nasional, koordinasi pemerintahan dan pembangunan, serta 

pengawasan penyelenggaraan peinerintahan kabupatedkota. Konsekuensinya, 

diperlukan pengaturan sisteinatis yang menggambarkan hubungan be rjenjang, baik 

pengawasan, peinbinaan, inaupun koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan di kabupatedkota. 

Sedangkan, gubernur sebagai kepala daerah inenyelenggarakan otonomi 

seluas-luasnya, utamanya urusan lintas kabupatedkota, kecuali urusan 

peinerintahan yang ditentukan undang-undang sebagai urusan peinerintah pusat. 

Penguatan peran gubernur sebagai kepala daerah memperkuat orientasi 

pengeinbangan wilayah dan meinperkecil dampak kebijakan desentralisasi terhadap 

fragrnentasi spasial, sosial, dan ekonomi di daerah. 

Pasal 7 Peraturan Peinerintah Republik Indonesia Noinor 38 Tahun 2007 
tentang Peinbagian Urusan Peinerintahan Antara Peinerintah, Pelnerintahan Daerah 
Provinsi, dan Peinerintahan Daerah KabupatedKota mengatur tentang urusan wajib 
yang hams dikelola bersama Peinerintah Provinsi dan KabupatedKota, yakni: 

(1) Urusan wajib sebagaimana diinaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah urusan 
pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan 
pemerintahan daerah kabupatedkota, berkaitan dengan pelayanan dasar. 

(2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. 
pendidikan; b. kesehatan; c. lingkungan hidup; d. pekerjaan umum; e. penataan 
ruang; f. perencanaan peinbangunan; g. perumahan; h. kepemudaa~ dan olahraga; i. 
penanaman modal; j. koperasi dan usaha kecil dan menengah; k. kependudukan dan 



catatan sipil; 1. ketenagakerjaan; m. ketahanan pangan; n. pemberdayaan 
perempuan dan perlindungan anak; o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera; p. 
perhubungan; q. komunikasi dan infonnatika; r. pertanahan; s. kesatuan bangsa dan 
politik dalam negeri; t.  otononli daerah, pemerintahan umum, adlninistrasi 
keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; u. 
pe~nberdayaan masyarakat dan desa; v. sosial; w. kebudayaan; x. statistik; y. 
kearsipan; dan z. perpustakaan. 

(3) Urusan pilihan sebagainlana di~naksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah 
urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan 
daerah yang bersangkutan. 

(4) Urusan pilihan sebagai~nana di~naksud pada ayat (3) meliputi: a. kelautan 
dan perikanan; b. pertanian; c. kehutanan; d. energi dan sunlber daya mineral; e. 
pariwisata; f. industri; g. perdagangan; dan h. ketransmigrasian. 

(5) Penentuan urusan pilihan ditetapkan oleh pe~nerintahan daerah. 

C. Desentralisasi dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang 

Ideal 

Provinsi dan KabupatedKota sama-sama merupakan daerah otonom. Justru 

karena keduanya adalah daerah otonom, pelaksanaan desentralisasi tidak bisa 

dilaksanakan dengan lancar. Dinalnika penyelenggaraan peinerintahan daerah telah 

menuniukkan adanya dina~nika dominaqi kewenangan propinsi d m  kabupaten. 

Implementasi Undang-undang Nomor 5 -Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 

Pemerintahan Daerah menunjukkan adanya dolninasi kewenangan gubernur 

sehingga desentralisasi pada kabupatedkota tidak terlaksana secara maksimal. 

Meskipun mempunyai kelemshan clzlam mempcrkuat kewena~lgan kabupalcdkota, 

tetapi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pe~nerintahan 

Daesah ini ~nempunyai kelebihan dala~n lnemperkuat pengawasan dari propinsi 

kepada kabupatedkota dan pelaporan propinsi kepada pemerintah pusat. 



Implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah menunjukkan adanya kemenangan kekuasaan kabupatedkota. Undang- 

undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ini ingin 

mempraktekkan desentralisasi pada kabupatedkota yang sesunggugnya. Akan 

tetapi, UU ini dinilai berbahaya karena bisa mengancam keutuhan KNRI dengan 

semangat federal. 

Tumpuan perbaikan ada pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah. Akan tetapi UU ini juga inasih ineinpunyai kelemahan. 

Menurut UU ini, selain mewakili kepentingan pemenntah pusat di daerah, gubernur 

juga mempunyai kewajiban membangun daerah. Tetapi Undang-undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah belum dengan jelas mengatur ~nanakah 

yang berhak dibela propinsi; apakah daerah atau pemerintah pusat. Karena itu, 

pelaksanaan berbagai peran tersebut belum dapat dilakukan secara optimal. 

Rendahnya optimalitas dari pelaksanaan peran tersebut, sering membuat 

penyelenggaraan pemerintahan kabupated kota kurang dapat dikoordinasikan 

secara efektif dan sinerjik untuk mencapai tujuan pembangunan provinsi. 

Seharusnya hubungan antara provinsi kabupatedkota dalain wilayahnya diatur 

dalam NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) yang ditetapkan pemerintah 

pusat melalui kementerian dalaln pelaksanaan setiap urusan pemerintahan yang 

bersifat konkuren. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang mengamankan 

melalui mekanisme binwas agar tata hubungan yang diatur dalam NSPK (Norma, 

Standar, Prosedur dan Kriteria) be rj alan secara optimal. 



Tim penyusun Naskah Akademik bagi revisi Undang-undang Nomor 32 - 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berpendapat bahwa revisi Undang- 

undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalain konteks 

hubungan pemerintah pusat-propinsi-kabupatenkota, paling tidak harus bisa 

inengatasi masalah berikut ini. Pertama, kapan Gubernur hams bertindak sebagai 

wakil pemerintah pusat dan kapan Gubeinur hams bertindak sebagai kepala daerah. 

Hal ini perlu diatur dengan jelas karena memiliki implikasi kelembagaan dan 

anggaran yang berbeda. Ketidakjelasan pengaturan kedudukan Gubernur sebagai 

wakil pemerintah pusat dan kepala daerah inembuat fungsi ganda Gubernur belum 

dapat be rjalan dengan baik karena struktur kelembagaan dan anggaran belurn dapat 

meinberi dukungan yang kuat terhadap pelaksanaan fungsi ganda Gubernur. 

Kedua, akibat dari tidak berjalannya secara optimal fungsi ganda itu maka 

pelaksanaan Binwas dari Gubernur belum dapat berjalan dengan baik. Akibat lebih 

jauh dari tidak be rjalannya peran Binwas, maka penyelenggaraan pemerintahan di 

daerah selaina ini kurang terkoordinasi dengan baik dan sinerji dalam 

pembangunan daerah tidak dapat diwujudkan secara optimal. Jika tidak dilakukan 

pengaturan yang jelas fungsi ganda Gubenur sebagai kepala daerah dan wakil 

pemerintah pusat dalam revisi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Peinerintahan Daerah maka upaya untuk mendorong adanya pembangunan daerah 

yang sinerjik dan sustainable dalaln wilayah provinsi akan mengalami banyak 

hambatan. '07 

I O i  Tim Penyusun Akademis Kementerian Dalam Negeri, Naskah Akademik Revisi Undang 
Undang Nomor 32 Tahltn 2004 Tentang Pernerinicthon Daer-oh (Jakarta: Keme~ter ian  Dalam Negeri, 
201 l), hlm. 68. 
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Dengan mengingat besamya permasalahan yang muncul sebagai akibat d - ~  

ketidakjelasan peran Kepala Daerah provinsi dan Gubemur, maka penyempumaan 

Undang-undang Nolnor 32 Tahun 2004 tentang Pelnerintahan Daerah perlu 

inelnbuat pengaturan yang jelas tentang peran Gubemur baik sebagai Kepala 

Daerah dan wakil pemerintah pusat. Pengaturan yang lebih jelas tentang kedudukan 

Gubemur yang lnemiliki dua fungsi juga sangat diperlukan untuk mengurangi 

konflik dan kesulitan membangun sinerji dalam pembangunan daerah. Sebagai 

wakil pusat Gubemur seyogyanya lnenlpunyai perangkat tersendiri yang dibiayai 

dari APBN. Apabila perangkat daerah dilnanfaatkan sebagai perangkat gubemur 

sebagai wakil pusat akan potensial menyebabkan kerancuan dalam pembiayaan, 

pengawasan dan pertanggung jawaban. 

Sebagai daerah otonom, provinsi dapat membuat kebijakan kekhasan provinsi 

yang mencirikan provinsi dan membedakannya dengan provinsi lainnya. Provinsi 

juga ~nemiliki peran dalam pengembangan ekonomi wilayah dan kerjasama antar 

daerah dalarn pengembangan kawasan. Provinsi karenanya dapat mernbuat 

peraturan daerah yang terkait dengan kekhasannya yang mengikat kabupatenl kota 

yang ada di wilayahnya. Disamping itu, provinsi memiliki kewenangan untuk 

mengatur dan mengurus urusan desentralisasi yang menjadi urusannya, lintas 

kabupatedkota, dan atau urusan yang eksternalitasnya melewati batas-batas 

kabupated kota. Dalaln konteks ini, gubernur sebagai kepala provinsi meiniliki 

kewenangan mengambil kebijakan yang inengikat kabupated kota yang ada di 

wilayahnya. Untuk itu pengaturan tentang peran gubemur sebagai kepala provinsi 

perlu dibuat agar dapat menjadi instrumen bagi gubemur untuk melakukan 



koordinasi, fasilitasi, dan pemberdayaan kabupated kota agar mereka dapat 

bersinergi untuk mencapai tujuan pembangunan di provinsinya. 

Dengan demikian sebagai tawaran konsep desentralisasi yang ideal sesuai 

kepentingan NKRI, penulis lnemilih sebagai berikut: 

1. Untuk menjaga keutuhan NKRI maka hubungan hirarki antara pemerintah 

pusat, propinsi dan kabupatenkota tetap harus dipelihara dalam pelaksanaan 

otonomi daerah ini. Penulis memilih sistem hirarki yang sudah dilakukan UU 

511974. Akan tetapi penulis menolak kelemahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 

1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah ini dalain ha1 pelaksanaan 

dekonsentrasinya. Yakni menjadikan kabupatenlkota terdominasi oleh propinsi. 

2. Kelebihan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 

Peinerintahan Daerah itu kemudian bisa dikombinasikan dengan kelebihan 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yakni 

menegaskan bahwa kabupatedkota hanya sebagai daerah otonom. Untuk menjaga 

keutuhan NKRI-nya, maka gubemur mempunyai kewenangan untuk melakukan 

pengawasan (sebagai wakil pemerintah pusat di daerah) dan pembinaan kepada 

daerah (sebagai kepala daerah yang membina daerahnya). Akan tetapi pada 

akhimya, peran gubemur yang ganda tersebut juga harus dipertegas, kapankah 

membela daerah dan kapankah membela pusat jika terjadi konfl ik kepentingan. 

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis berpendapat bahwa Undang-undang 

Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah ini mempunyai 

kelebihan tersendiri dalam menjaga keutuhan hTKRI. Adanya konsep yang hirarkis 
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seperti ini memudahkan sistem kordinasi yang baik dari Peinerintah Pusat inenuju 

Propinsi dan akhimya kepada KabupatedKota. Dengan deinikian, kesatuan dan 

keutuhan pola pemerintahan otonoin di masing-masing kabupatedkota bisa terkontrol 

dengan baik oleh Propinsi dan Peinerintah Pusat. Akan tetapi, model undang-undang 

ini inelemahkan kapasitas peinerintahan daerah. Ini disebabkan karena inodel 

desentralisasi yang dipilih adalah lebih mengutainakan semangat dekonsentrasi 

daripada desentralisasi. Adanya konsep kepala wilayah yang sekaligus menjadi kepala 

daerah menunjukkan bahwa ia hanyalah wakil dari pemerintah pusat yang 

ditempatkan di daerah. Sementara di sisi lain, DPRD tidak mempunyai kekuatan 

hukuin untuk mengimbangi kepala wilayah. Adanya pembagian daerah otonom dan 

daerah administratip ini telah melemahkan semangat desentralisasi itu sendiri. Ini 

disebabkan karena kepala wilayah yang inerupakan penguasa di daerah administratif 

justlu inerupakan kepanjanganan tangan dari peinerintah pusat. 

Adapun Undang-undang Noinor 22 Tahun 1999 tentang Peinerintahan 

Daerah bagus dalain rangka inenguatkan kapasitas pemerintahan daerah. Kepala 

daerah bukan lagi kepanjangan-tangan dari kepentingan pemerintah pusat. Bahkan 

kepala daerah bukan lagi sebagai pemain tunggal yang melnpunyai kekuasaan 

segalanya di Daerah karena DPRD melnpunyai kewenangan untuk mengawasinya. 

DPRD melnpunyai kedudukan yang seilnbang dengannya dan bisa meminta 

pertanggunglawaban kepadanya, bahkan bisa mengusulkan pemberhentian kepala 

daerah kepada Presiden. Akan tetapi Pasal 4 Undang-undang Noinor 22 Tahun 

1999 tentang Pemerintahan Daerah lnempunyai kelemahan dalain menjaga 

keutuhan NKRI. Daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota masing- 



masing berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hierarki satu sama lain. 

Pengaturan tersebut mengakibatkan kepala daerah kabupatenlkota menganggap 

gubernur bukanlah atasan mereka sehingga kalau akan berhubungan dengan 

pemerintah pusat, pemerintah kabupatenkota tidak perlu berkordinasi dengan 

gubernur, tetapi langsung saja ke pusat. Inilah yang dianggap oleh Megawati 

sebagai kebablasan. 

Adapun desentralisasi dalarn Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagai berikut. Peran ganda Gubernur, sebagai kepala daerah 

dan wakil pemerintah pusat, sering menimbulkan konflik peran ketika kepentingan 

provinsi berbeda dengan kepentingan Pemerintah. Sebagai wakil pemerintah pusat di 

daerah, Gubernur seringkali hams mengamankan kebijakan pemerintah pusat, yang 

kadangkala berbenturan dengan kepentingan daerahnya. Ketika kebijakan kementerian 

berbeda dengan kepentingan daerah, Gubernur mengalami kesulitan untuk mengambil 

peran sebagai wakil pemerintah pusat. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah belum mengatur situasi seperti ini. 

Sebagai wakil pemerintah pusat Gubernur inelaksanakan tugas dekonsentrasi. 

Namun, peran Gubernur dalam pelaksanaan tugas dekonsentrasi tidak diatur dengan 

jelas. Pasal 10 ayat 4 dan ayat 5 tidak mengatur dengan jelas mengenai tugas yang 

hams dilakukan Gubernur. Pasal tersebut hanya mengatakan bahwa pemerintah dapat 

melimpahkan penyelenggaraan urusannya kepada Gubernur. Selebihnya, peliinpahan 

urusan pemerintah kepada Gubernur tidak diatur dalam UU. Hal ini sering membuat 

kedudukan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah menjadi tidak jelas.'08 

'" Pasal 10 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (4) Dalarn 
menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan (analisis) tersebut pada bab terrdahulu, penulis 

inenyimpulkan sebagai berikut: 

1. Perbedaan desentralisasi pemerintahan daerah disebabkan karena 

perbedaan rejim pemerintahan. Rejim pemerintahan yang mempunyai 

semangat sentralistik membentuk model pelaksanaan otonomi yang lebih 

menekankan kepada dekonsentrasi dan tugas pembantuan daripada 

desentralisasi. Meskipun mengatakan desentralisasi, sebenamya dalam 

prakteknya adalah sentralisasi karena otonomi yang diberikan lebih 

merupakan tanggungjawab daripada inerupakan hak pemerintahan daerah 

(Kasus dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 

Pemerintahan Daerah). Semangat pembaharuan yang dimiliki reji~n 

reformasi menyebakan bentuk otonomi yang luas dan nyata. Dengan 

demikian, otonomi ini mengupayakan untuk mengubah pola hubungan 

pusat-daerah yang sentralistik menjadi pola hubungan yang bersifat 

kemitraan dan desentralistik (Kasus dalam Undang-undang Nomor 22 

Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah). Semangat membendung 

menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemesintahan kepada perangkat 
Pemerintah atau wakil Pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah danlatau 
pernerintahan desa; 

( 5 )  Dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di luar urusan 
pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dapat: 

a. menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan; 
b. meiimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah; atau 
c. menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah danlatau pemerintahan desa 

berdasarkan asas tugas pembantuan. 



liberalisasi NKRI menyebabkan inunculnya Undang-undang lVoinor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

2. Undang-undang Noinor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemel-intahan 

Daerah meinpunyai kelebihan sistein hubungan hirarki pemel-intah pusat- 

propinsi-kabupatedkota dalain imengawal seinangat NKRI, tetapi 

inempunyai kelemahan untuk inengaplikasikan desentralisasi pada 

kabupatedkota. Undang-undang Nolnor 22 Tahun 1999 tentang 

Peinerintahan Daerah rneinpunyai kelebihan inengaplikasikan 

desentralisasi pada kabupatedkota, tetapi lnempunyai kelemahan dalaln 

mengawal sistem hubungan hirarki pemerintah pusat-propinsi- 

kabupatedkota demi menjaga NKRI. Undang-undang Noinor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah mempunyai kelebihan mengawal 

desentralisasi kabupatenlkota melalui pengawasan oleh propinsi, tetapi 

meinpunyai kelemahan beluin inengatur kapan propinsi bei-tindak sebagai 

wakil pemerintah pusat dan kapan bertindak sebagai kepala daerah. 

3. Untuk menjaga keutuhan NKRI, hubungan hirarki anlara peinerinlah 

pusat, propinsi dan kabupatcdkota tctap hams dipclihara dalain 

pelaksanaan otonomi daerah. Keinudian untuk inerealisasikan pelaksanaan 

desentralisasi ideal, peran gubernur untuk melakukan pengawasan 

(sebagai wakil pemerintah pusat di daerah) terhadap pemerintahan daerah 

dan pembinaan (sebagai kepala daerah) kepada pemerintahan daerah 

kabupatem'kota hams diseimbangkan secara maksimal. 



B. Saran 

Penelitian ini hanya mengungkap salah satu sisi penyelenggaraan pemerintahan 

daerah dalam konsep desentralisasi. Sisi yang dipilih adalah hubungan antara 

pemerintah pusat, propinsi dan kabupatenlkota. Tentunya masih banyak lagi sis-sisi 

yang lain, seperti aspek pe~nilihan kepala daerah, pelnilihan anggota DPRD, 

kedudukan DPRD, pembentukan SKPD, pengangkatan pegawai. Sisi-sisi yang lain 

tersebut pastinya mempunyai kelebihan atau kekurangan yang kasusnya berbeda 

dengan penelitian yang sekarang dibahas. Untuk itu, penelitian mengenai ha1 

sebagaimana dinyatakan tersebut inasih terbuka peluang untuk diamati kembali. 
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